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BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR &2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

Menimbang

Mengingat

L
L

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 118
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor
4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 8

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Indragiri Hilir dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2574);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keusngan antara Pemerntah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan
Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan
Pajask Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang
Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama
Baik Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 4051);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Pemernntah Nomor 12 Tahun 2019 rentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pererintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Ketribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambzhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

11, Peraturan Menten Dalam Negenn Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produlk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20332)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomaor 157);

12, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025
tentang Pedoman Pemenksaan dan Penagihian Pajak
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025
Nomor 73);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragin Hilir Nomor 4
Tahun 2024 tentang Pajalk Daerah dan Retribusi Daerah
[Lembaran Daerah Kabupaten Indraginn Hilir Tahun
2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
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10.

11.

12,

13.

14,

Pemerintah Daerah adalah Pemermtah Kabupaten
Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.

Badan Pendapatan Daerah vang selanjuinya disebut
Bapenda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungai penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Pendapatan Daerah,

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk
wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
wajlb pajak menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Pejabat adalah pegawal yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan daerah sesunal dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemeriksa pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa
adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan
Pemerintah Daerah atan tenaga ahli yang ditunjuk
Kepala Daerah dan diberi tugas, wewenang dan tanggung
jawab untuk melakukan pemeriksaan,

Pajale Daerah vang selanjuinya dapat disebut Pajak,
adalah kontrnibusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersiizat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayvar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak
vang mempuyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang perpajakan,

Badan adalgh sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baltk vyang melakukan usaha
maupun vang ldak melakukan usaha vang meliputi
perseroan terbatas, comanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD} dengan nama dalam henfuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasarn, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentulk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha retap.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah wyang selanjutnya
disingkat NPWPD, adalah nomor pokok yang diberikan
kepada Wajibh Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sehagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
dan kewajiban pajak daerah.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya
disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh
konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa
tertentu.

Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau
minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan,
baik secara langsung maupun fidak langsung, atau
melalui pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan mekanan
dan/atau minuman dengan dipungut biaya, yang
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16.
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19,

20.

21.

22,

23.

295.

26.

27.

mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung,
bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan
oleh suatu pembanglat tenaga listrik yvang didistribusikan
untuk bermacam peralatan listrik.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/penstirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, uang mencakup juga motel,
losmen, gubug  pariwisata, wisma = pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan, rumsah kos dan
sejerisnya. |

Jasa perhotelan adalah jasa penvediaan akomodasi yang
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan
minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnva.
Jasa  parkir adalah  jasa penyediaan alaul
penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area parkir, baik wyang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyedisan tempat
penitipan kendaraan bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, ketangkasan, relareasi, dan/ atau keramaian
untuk dinikmat,.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan yang
menjadi dasar bagi Wajb Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang

Tahun Pajak adalah jangka waltu lamanya 1 (satu)
tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun bulku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Pajalc Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau
dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
Permungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak vang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wapb Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembavaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek
Pajalk, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerzh.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yvang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalu
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yvang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak vang terutang.

Surat Tagthan Pajak Daerah yvang selanjuinya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.
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36.

37,

38.

39,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokeok pajalk,
umlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembavyaran
pokok pajak, besarnya sanksi admimsiratif dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yvang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak vang
menentukan jumlah pokok pajak sama bhesarya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tdak
ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
pajak vang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajal karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah yang
selanjutnya disingkat FPWPD adalah surat yang
digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan din dan
melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan
Pendapatan Daerah.

Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati
untuk menerma setoran Penerimaan Daerah.

Sistem On line adalah sambungan lansung antara sub
system satu dengan sub system lainnya secara elektronik
dan terinfergrasi secara real time.

Informasi Elekfronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electrornic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, hurul, tanda,
angka, kode akses, symbol, atau perforasi vang telah
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untulk menilai kelengkapan pengisian surat
pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan
dan lampiran-lampirannya termasulk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya.

Penagihan  adalah  serangkaian  tindakan  agar
Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya
penagihan Pajak dengan menegur atay meémperingatkan,
melaksanakan penagihan seketika dan  sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penvitaan, melaksanakan penyanderaan,
dan menjual barang yang telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekalgus adalah tindakan
penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempe pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak
dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajal.
Utang Pajak adalah Pajak yang masih hamus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan yang (ercantum dalam surat
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ketetapan Pajak atau sural sejenisnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

40. Penanggung pajak adalah orang prnibadi atau Badan yang
bertanggung jawab atas pembayvaran pajak, termasuk
wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
Wajib Pajak menurit ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

41. Surat Teguran adalah surat yvang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak arau Waiib Retribusi untuk
melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi,

42, Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang
Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

43. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan
Pajak vang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus,
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan
penvanderaar:.

44, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengelah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara ﬂbjﬂkﬂf dan prnftsmﬂal berdasarkan
suatu standar Pemeriksaan untuk mengujl kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau
untuk tjuan lain  dalam rangka melaksanakan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan
dan retribusi Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman
dalam pelaksanaan pemungutan PBJT di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini uniuk mewujudkan
pelaksanaan pemungutan PBJT yang efektif, efisien dan
akuntabel serta memilila kepastian hulkum,

Pasal 4

Ruang lingkup vang diatur dalam Peraturan Bupati ini
adalah:

Masa Pajak dan Tahun Pajak:

objek, subyek, dasar pengenaan, dan tarif;

pendaftaran, pendataan, pelaporan, dan penelitian;
penetapan besaran pajak terutang;

sistem pemungutan, pembayaran dan penyetoran;
pelaporan;

pembetulan dan pembatalan ketetapan;

pemeriksaan;

penagihan;

keberatan dan banding;

gugatan;

pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan
atau penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau
sanksinya,

iy e pup e

o i

 BABII
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 5

(1) Masa PRJT ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu)
bulan kalender sejak saat pajak terutang.
(2) Tahun PBJT ditetapkan selama 1 (satu) tahun kalender.
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BAB III

OBJEK, SUBYEK, DASAR PENGENAAN, DAN TARIF PAJAK

BARANG DAN JASA TERTENTU

Bagman Kesatu

Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 6

Objek PBJT merupakan penjualan, penverahan, dan/atau

konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
a. Makanan dan/atau Minuman;

b. Tenaga Listrik;

¢. Jasa Perhotelan;

d. Jasa Parkir; dan

e, Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kedua

Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 7

(1) Subjek PBJT merupakan konsumen barang dan jasa

tertentu.

(2) Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang
melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi

(1)

(2)

barang dan jasa tertentu,

Pasal 8

Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau
Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
meliputi Makanan dan/atau Minuman yvang disediakan
oleh: |

.

restoran yang paling sedikit menyediakan layanan

penyajian Makanan danjfatau Minuman berupa

meja, kursi,dan/atau peralatan makan dan minum;
penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan
setengah jadi, pembuaten, penyimpanan, serta
penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang dinginkan oleh
pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana
proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan;
dan

3. penvajian dilakukan dengan atau tanpa
peralatan dan petugasnya.

Dikecualikan dan objek PBJT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yakm penyerahan Makanan dan/atau
Minuman dengan ketentuan:

a. peredaran usaha tidak melebihi Rp €.000.000 (enam
juta rupiah) per bulan;

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang
tidak semata-mala menjual Makanan dan/atau
Minuman;

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau
Minuman; atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan

usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa
menungeu pesawat pada bandar ndara.
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Pasal 9

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b yakni penggunaan Tenaga Listrik oleh
pengguna akhir,

(2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan
penyelenggara negara lainnya;

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang
digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan
asing berdasarkan asas timbal balik;

c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti
jompo, panfi asuhan, dan panti sosial lainnya yang
sejenis;

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri
dengan kapagitas tertentu yang tidak memerlukan
1zin dari instansi teknis terkait; dan

e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dalam
peraturan daerah mengenai pajak daerah dan
retribusi daerah.

Pagal 10

(1} Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf ¢ meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas
penunjangnya, serta penvewaan ruang rapat/pertemuan
pada penyedia Jasa Perhotelan antara lain:

hotel;

. hostel;

vila;

pondok wisata;

motel;

losmen;

wisma pariwisata;

pesanggrahan;

rumsh penginapan [ guesthouse/bungalo [ resort/

cottage: |

j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai
hotel; dan

k. glamping.

(2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan
oleh Pemerintah, Pemenntah Provinsi, atau
Pemenntah Daerah;

b. jasa tempat tinggal di rumah salkil, asrama perawat,
panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnyva
yang sejenis; |

¢. jasa tempat Angegal di pusat pendidikan atau
kegiatan keagamaan;

d. jasa biro perjalanan atan perjalanan wisata; dan

e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

R

Ll

-

Pasal 11

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
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dan/atau
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
(2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Provingi, dan Pemerintah
Daerah;

b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh
perkantoran  yang hanya digunakan untuk
karyawannya sendiri;

c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh
kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing
dengan asas timbal balik; dan

d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan
yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 12

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual

lainnva yang dipertontonkan secara langsung di
suatu lokasi tertentu;

b. perpelaran keseman, musik, tan, dan/atau busana;

c. kontes kecantikan:

d. kontes binaraga;

e. pameran,

f.  pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

h. permainan ketangkasan;

i. olahraga permainan  dengan  menggunakan
tempat/ruang dan/atau peralatan dan

perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran,
j.  rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana

pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana
permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun
binatang;

k. panti pijat dan pijat refleks:; dan

l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi
uap/spa.

(2) Dikecualikan dan Jasa Kesenian dan Hiburan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupzakan Jasa
Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

a. promosi budaya tradisional denpan tidak dipungut
bayaran; dan/atau |

b. kegatlan layanan masvarakat dengan tidak dipungut
bayaran,

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 13

(1) Pasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang
dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa lertentu,
meliputi:

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia
Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas
Makanan dan/atau Minuman;

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga

Listrik;
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¢. Jumlah pembayaran  kepada penyedia Jasa
Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. jumlah pembayaran kepada penyedia atan
penyelenggara tempat parkir dan/ataun penyedia
layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas
Jasa Parkir; dan

e jumlah pembayaran  yang diterima oleh
penyelenggara Jasa Kesemian dan Hiburan unfuk
PHJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis
yvang memuat nilai rupiah atan mata uang lain, dasar
pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau
mata uang lainnya tersebul.

(3) Dalam hal tidal terdapat pembayaran sebagaimana
dimalesud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung
berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang
berlaku di wilayah Kabupaten Indragin Hilir yang
bersangkutan.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kesbijakan
pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat
kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir
sebagaimena dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d,
Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan
sebesar tarif parkir sebelum dikenskan potongan.

(B) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

a. pembayaran alau penyerahan atas Makanan
dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan
dan/atau Minuman

b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga listrik
untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan
untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaran atau penyverahan atas jasa penyediaan
tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. pembayaran atau penversghan atas Jasa Kesenian
dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan
Hiburan.

(6) Wilayah Pemungutan PBJT wang terutang merupakan
wilayah Kabupaten tempat penjualan, penyerahan,
dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 14

Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13

avat (1) huruf b ditetapkan:

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN
dengan pembavaran, nilal jual Tenaga Listnok yaitu
sebesar tagihan biaya penggunaan listrilk/rekeriing
listrik;

b. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan
pembayaran, mnilai jual Tenaga [Listrik dihitung
berdasarkan kapasilas tersedia, penggunaan listrik, dan
harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten
Indragin Hilir; dan

c. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri atau tenaga
listrik yang berasal dari alat pembangkit sendird, Nilai
jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:

1. Tenaga listrik yang menggunakan meteran, Nilai jual
Tenaga Listrik vaitu jumlah pemakaian listrik sesuai
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meteran dikalikan dengan harga satuan listrnik vang
berlaku di wilayah Kabupaten Indragin Hilir.

2. Tenaga listrik yang tidak menggunakan meteran,
Nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan
Kapasitas tersedia penggunaan listrik, serta harga
satuan listnk yang berlaku di wilayah Kabupaten

Pasal 15

(1) Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara
objektif bagi pengguna listrik yang dihasilkan sendin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf ¢, perlu
disediakan meteran vang penyedigan dan pemasangan
menjadi tanggung jawab wajib pajal.

(2) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 merupakan Harga Satuan Listrik berdasarkan
Golongan /Pengguna sebagaimana tercantum dsalam
Lampiran | yang merupakan baglan tdak terpisahkan
dalain Peraturan Bupati ini.

| Bagian Keempat
Taril Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 16

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Khusus tan{ PBJT atas jasa hiburan pada diskotek,
karaoke, kelab malam, bar, dan mandi wuap/spa
ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Khusus tarifl PBJT atas tenaga listrik untulk:

a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh
Industn, pertambangan minyak bumi dan gas alam
ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).

b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendir
ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pagal 17

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dengan tarif PBJT sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 16.

Pasal 18

Dalam hal diperlukan, penghitungan PBJT yang terutang
dapat dilaksanakan dengan melibatkan tenaga ahlif/tenaga
teknis aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi
dibidang perpajakan vang ditelapkan dengan keputusan
Kepala Bapenda.

BAB 11T
PENDAFTARAN, PENDATAAN, PELAPORAN, PENELITIAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 19

(1) Wajib Pajak mendaftarkan din pada Bapenda uantuk
mendapatkan NPWPD.
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(2) Dalam hal wapb pajak tdak mendaltarkan din
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda secara
jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang
diperoleh atau dimiliki.

(3) Wajib pajak mendaftarkan diri dengan mengisi formulir
pendaftaran dengan melampirkan dokumen persyaratan
yang terdirn atss:

a. fotokopi kartu tanda penduduk wajib pajak atau
penenma kuasa;

b. fotokop legalitas perusahaan untuk wajib pajak
badan; dan

c. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan;

(4) Bentuk dan Formulir Pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada avat (3) tercantum dalam Lampiran [l
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraluran
Bupati ini.

(5) Formulir pendaftaran sebacaimana dimaksud pada avat
(3) diisi dengan jelas, benar dan lengkap untuk
selanjutnya dikembalikan kepada petugas pajak paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima,

(6) Bapenda  mencatat formulir pendaftaran vyang
dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib
pajak yang disunakan sebagai dasar penerbitan NPWPD,

(7] Berdasarkan keterangan wajib pajak dan data yang ada
pada formulir pendaftaran, Bapenda menerbitkan :

a. Surat pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak
Daerah; dan
b. Kartu NPWPD

(8) Bapenda menyerahkan kartu NPWPD paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak NFWPD dikembalikan oleh wajib pajak
atau Penanggung Pajak.

Pasal 20

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan
subjektif dan objeltif, Kepala Bapenda dapat melakukan
penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lzin yang
dipersamakan secara Jabatan atau atas dasar
permohonan wajib pajak.

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD,
nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis pencmoran lain
yang dipersamakan atas dasar permohonan wajib pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda
harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara
lengkap.

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak diterbitkan setelah melampaul jangka waktu3
(tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak diangegap disetujui.

(4) Penonakbfan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan secara jabatan atau atas  dasar
permohonan Wajib Pajal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tdak sedang mengajukan upaya hukum berupa
keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan
kembali.
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Pasal 21

(1) Penghapusan NPWPD secara jabatan dilakukan
berdasarkan hasil penelitian dan/atau  pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) vang
dilakukan terhadap:

a. wajb pajak dengan status tdak akif yang tidak
mempuyai kewajiban pajak dan secara nyata
menunjukan adanya kegiatan usaha;

b. wajib pajak dengan status tidak aktf, tidak
mempuyai kewajiban Pajak dan secara nyata subjek
dan objek pajak tidak ditemukan.

(2) Penghapusan NPWPD atas permohonan wajib pajak
dilakukan Dberdasarkan hasil penelitan dan/atau
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1) dilakukan terhadap ;

a. Wajib pajak orang pribadi vang telah meninggal
dunia dan tidak meninggalkan warisan;

b. Wajlb pajak orang prnibadi yang telah meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya;

c. Wajib pajak yang memiliki lebih darn 1 (satu) NFWPD
untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang
dapat digunakan sebagai sarana administratif dalarmn
pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah;

d. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NFWPD dan
menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan
harta dan penghasilan serta tidak ingin
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan terpisah dan suaminya; atau

e. Wanita kawin yang memiliki NPWPD berbeda dengan
NPWPD suami dan pelaksanaan hak dan
pemenuthan kewajiban perpajakannya digabungkan
dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban
perpajakan suaminya.

Bapgian Kedua
Pendataan

Pasal 22

(1) Bapenda melakukan pendataan dan pembaharuan basis
data wajib pajak dan/atau objek Pajak baru.

(2) Bentuk dan formulir pendataan PBJT tercantum dalam
Lampiran Ill vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dan Peraturan Bupat ini.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 23

(1) Wajib pajak wajib melaporkan atas kegiatan penjualan,
penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu
kepada Bapenda dengan menggunakan SPTPD yang telah
ditandatangani,

(2) SPTPD sebagaimana dimalksud pada ayat (1) wajib diisi
dengan benar, jelas, lengkap serta ditandatangani oleh
Wajib Pajak/Penanggung Jawab Pajak/Penerima Kuasa.

(3) Penyampaian SFTPD paling lama 15 (lima belas] hari
setelah berakhirmmya masa PBJT, dan apabila batas waktu
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penvampaian bertepatan pada han libur maka
disampaikan pada han kerja berikutnya.

(4) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai dengan batas
wakiu sebagaimana dimaksud pada avat (3) dapat
diterbitkan Surat Teguran.

(5) SFTPD dianggap tidak disampaikan jika tidak
ditandatangani oleh Waiib Pajak/Penanggung
Jawah/Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen
sebagaimana dimaksud pada avat (2).

(6) Bentuk dan tata cara pengisian formulir SPTPD
sebagaimana dimaksud pada avat (1) tercantum dalam
Lampiran IV vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pagal 24

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan
SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat
dikenakan sanksi administratil berupa denda.

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan
SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan
permyataan tertulis sepanjang belum  dilakukan
Pemeriksaan.

(2) Dalam hal pembetulan SPTPI) sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) menyatakan lebih bayar, pembetulan
SPTPD harus disampaikan paling lama 2 ([dua) tahun
sebelum kedaluwarsa penetapan,

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan
SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan
Pajak vang kurang dibayar dan sanksi administratif
berupa bunga.

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat [3) dikenai sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dar jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung
dan tanggal jatuh tempo pembayaran sampsai dengan
tangeal pembayaran untuk jangka wakiu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan. |

(5) Atas kurang bavar sebagaimana dimaksud pada avat (3),
tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
pokok Pajalk yvang kurang dibavar.

Bagian Keempat
Penelitian SPTPD

Pagal 26

(1) Kepala Bapenda melakukarn Penelitian stas SPTPD yang
disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1).

(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliput:

a. kesesuaian batas akhir pembayaran danj/atau
penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPI;
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b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau
administrasi lainnya.

(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitan atas SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat
Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala
Bapenda menerbitkan STPD,

(4) STPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak
terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebegsar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak
vang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya
Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
pentuh 1 (satu) bulan,

(5) Dalam hal hasil Peneliian atas SPTPD sebagaimana
dimaksud pada avat (2) terdapat indikasi penyampaian
informasi yang tidak sebenamya dari Wajib Pajak, Kepala
Bapenda dapat melakuksan Pemeriksaan.

| BAB 1V
PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu
Surat Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 27

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 {lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapal menerbitkan
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang bayar
atau tidak dibayar berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan untuk mengup kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam
rangka  melaksanakan — ketentuan — peraturan
perundang-undangan mengenai Pajak;

b. penghitungan secara jabatan karena :

1.  wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam
jangka waktu dan telah ditegur secara tertulis
namun tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana diteritukan dalam Surat Teguran;
atau

2. wajb pajak UGdsk memenuht kewajiban
pembukuan atau pencatatan atau kewajiban
dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan.

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dalam hsal ditemukan data baru dan/atau
data yang semula belum terungkap dan menyebablkan
penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan
Pemeriksaan dalam rangka pererbitan SKPDKBT,

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal jumlah Pajak yang lerutang sama besarnya
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit Pajak.
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Pasal 28

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak
vang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat
terutangnya Pajak atau berakhirmya masa Pajak PBJT,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah Pajak wvang terutang dalam  SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b
dikenakan sanksi admimistratif berupa bunga sebesar
2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari PBJT yang
kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saal
terutangnya Pajalk atau berakhirnya masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB, untulk jangka waktu paling lama
24 (dua pulub empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya
Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok
pajak yang kurang bayar.

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan
Pajak yang terutang dalam SKPDKET,

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterbitlkan.

(5) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN
sebagaimana sebagaimana pada ayat (1) tercantum
dalamn Lampiran V yang meéerupakan bagian thdak
terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasgal 20

(1) Pajak Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD,
wajib dilunasi jangka walktu paling lama 30 (tiga puluh)
har sejalk tanggal diterbitkan.

(2] Pajak Terutang dalam SKPDKB dan STPD, vang ndak
atau kurang dibayar setelah jatuh tempoe pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi
administratif berupa bungz sebesar 1% (satu persen)
sebulan.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 30

(1) Dalam jangks waktu paling lama 1 (satu) bulan ssjak
terutangnya PBJT, Kepala Bapenda dapat menerbitkan
STPID.

(2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
a. pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
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b.  hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis, =salah hitung, atau
kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKR, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran; atau

d. Waiib Pajak dikenakan sanksi administratil berupa
bunga dan/atau denda,

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimalksud
pada ayat (2} huruf a dan humf b, berupa pokok Pajak
vang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dihitung dan Pajak yang kurang dibayar, dihitung
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran, untuk jangka wakiu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢, dikenai sanksi administratif berupa
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan
dari Pajak vang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari
tanggal jatuh tempoe pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta
bagian dan bulan dihitung penuh 1 [satu) bulan.

(5) Bentuk dan tala cara pengisian STPD sebagaimana
sebagaimana pada ayal (1) tercantum dalam Lampiran V1
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupali ini.
BABV
SISTEM PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN
Bagian Kesatu
Sistem Pemungutan
Pasal 31

PBJT dipungut berdasarkan Penghitungan sendiri oleh Wajib
Pajal.

Bagian Kedua
Pembayaran

Pagal 32

(1) Pemungutan PBJT dilarang diborongkan,

(2] Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran
PBJT yang terutang dengan menggunakan SSPD,

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem
pembayaran berbasiz elektronik,

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elekironik belum
tersedia, pémbayaran atau penyetoran Pajak dapat
dilakukan melalui pembayaran tunai.

(5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PBJT
ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) han kerja setelah
berakhirnya masa Pajalt.

ﬂ' ”|‘.1ln|:1_|1| Mmyipn Cariffanrme


https://v3.camscanner.com/user/download

(6) Apabila pembavyaran/ penvetoran PBJT Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada han
libur, pembayaran Pajak dilakukan pada hari kerja
berikutnya.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor
tepal pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratil berupa
bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dan Pajak
terutang yang lidak atau kurang dibayar atau disetor,

(8) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung
dari tanggal jatuh tempoe pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan
STPD.

(9) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimalksud pada
ayat {4) dan ayat (7) harus disetor ke Bank Persepsi atau
temmpat lain yang ditetapkan oleh Bupati paling lambat 1
x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Bagian Ketiga
Bukti Pembayaran

Pagal 33

(1} Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh
STTS.

(2) STTS dibuat rangkap 2 (dua) lembar :
a. Lembar ke-1 Bank Tempat Pembayaraan PBJT; dan
b. Lembar ke-2 diberikan kepada Wajib Pajak.

(3) STTS dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dan
paraf petugas dari Bank Tempat Pembavyaran.

Bagian Keempat
Penyetoran

Pasal 34

(1) Bank Persepsi tempat pembayaran PBJT mencatat
penerimaan  pembayaran PBJT dalam  rekening
pPeEnAaImpungan.

(2) Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) merupakan rekening penampungan penerimaan
khusus pembayaran PBJT.

(3) Dalam harn yang sama Bank Tempat Pembayaran PBJT
menyetorkan hasil penerimaan PBJT kepada Bank
pemegang kas taerah.

(4] Bank Pemegang Kas Daerah mencatat penerimaan PBJT
dalam rekening penenmaan daerah.

Bagian Kelima
Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 35

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permchonan untuk dapat
mengangsur atau menunda pembayaran atas STFD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT., SKPDN, atau SKPDLB
kepada Kepala Bapenda.

(2) Permohonan ansuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan
likuiditas atau keadaan kahar wajib pajak sehingga wajib
pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan
pajak pada wakiunya.

(3) Permohonan mengansur atau menunda pembayaran
PBJT diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) har sejak
STPD, SKPD, SKPFDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB
diterbitkan.

(4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan
mengangsur atau penundaan pembayaran, malka dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
diterbitkannya STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, atau SKPDLB harus sudah dilunasi.

Pasal 36

(1) Persyaratan pengajuan permohonan mengangsur atau
menunda pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) sebaga benkut :

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
disertal alasan yang jelas;

b. melampirkan SKPD tahun yang bersangkuian dan
tdak memiliki tungeakan pajak tahun-tahun
sebelumnya.

(2) Berdasarkan pertimbangan, Bapenda dapat menerima
atau menolak permohonan wajib pajak.

(3) Permohonan mengangsur dapat diberikan paling banyak
3 (tiga) kali angsuran dan harus lunas dalam tempo 3
(Hga) bulan sejak surat persetujuan mengangsur diterima
wajib pajak.

(4) Penundaan pembayaran Pajak dapat diberikan paling
lama 3 (tiga) bulan sejak surat persetujuan penundaan
diterima wajib pajale.

(5) Permohonan vang tidak memenuhi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayatl (3) dan ayat (4) tidak dapat
dipertimbangkan.

(6) Pembayaran ansuran seliap masa angsuran dan
pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar
0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah
pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dar
bulan dihitung penuh 1 {satu) bulan.

(7) Kepala Bapenda dalam jangka wakiu paling lama 30 (tiga
pulub) hari kerja sejak tanggal surat permohonan
diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan
yang diajukan.

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) telah lewat dan Bapenda tidak memberi suain
keputusan, permohonan yvang diajukan tersebut dianggap

Bagian Keenam
Pengembalian Kelebihian Pembayaran

Pasal 37
(1) Atas kelebihan pembavaran Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan  permchonan  pengembalian  kepada
Bapenda.
(2) Kepala Bapenda dalam jangks waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan
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pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah dilampaui dan Bapenda tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
Pajalk dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam jangksa waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya,
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka wakia
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLE.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda
memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran Pajal.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 38

(1) Bapenda menyusun dokumen laporan  realisasi
penerimaan PBJT setiap bulan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan SKPD, STPD, SSPD, dan dokumen lain vang
sah dengan melampirkan bukt pelunasan pembayaran
PBJT.

(3) Format Laporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini..

BAB VIi
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 39

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,
Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan atau
pembatalan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDEBT, SKPDN,
atan SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalshan hitung dan/atau
ganda dan/atau objek pajak tidak ada dan/atau objek
pajak atau subjek pajak vang dinvatakan batal demi
hHukum dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam  Peraturan  Perundang-undangan
Perpajakan Daerah,

(2) Pembetulan dan pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan
Pembetulan atau pembatalan,

(3) Dalam hal pembetulan atan pembatalan didasarkan atas
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut
dengan melakukan penelitian terhadap permohonan
Wajib Pajak.
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(4] Permohonan pembetulan atau pembatalan STPD, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB pajak dapat
diajukan wajib pajak atau lkuasanya dengan ketentuan :
a. Setiap permohonan hanya dapat digjukan untuk 1

(satu) surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1);

b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia disertai alasan vang mendukung
permohonannya;

Diajukan kepada Kepala Bapenda; dan

Surat permohonan ditandalangani oleh wajib pajal,

dan dalam hal surat permochonan ditandatangani

oleh bukan wajib pajak harus dilampirkan dengan

Surat Koasa; dan
e. Melampirkan persyaratan :

1. Fotocopy wdentitas diri (kartu tanda
penduduk/paspor/ NPWPD);

2., Surat kuasa bermeterai cukup bagi vyang
dikuasakan, dan

3. Data pendukung yang dapat menunjukan bahwa
STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau
SKPDLB pajak tidak beriar,

(5) Tanggal penerimaan surat vang dijadikan dasar untuk
memproses surat permohonan adalsh:

a. tangegal ferima surat Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak; dan

b. tangeal stempel pos, dalam hal suratpermohonan
disampaikan melalui pos,

(6) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayvat [3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi,
dan fatau keterangan yang diperlukan.

(7) Dalam hal pembetulan dan pembatalan didasarkan atas
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat
Keputusan Pembetulan atau Pembatalan sebagaimana
timaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama
6 [enam) Dbulan sejak tanggal surat permohonan
pembefulan atan pembatalan diterima,

(8) Surat Keputusan Pembetulan atan Pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keputusan
berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajb Pajak dengan
membetiilkan kesalahan atau kekeliruan yvang dapat
berupa menambahkan, mengurangkan, atau
menghapuskan jumlah Pajalkk vyang terulang,
maupun sanksi administratil berupa bunga, denda,
dan kenaikan Pajak; atau

b. membatalkan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB Pajak atau membatalkan hasil
Pemenksaan maupun ketetapan Pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan
tata cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(9) Pengajuan  permohonan  yang tidak  memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak
dipertimbangkan.

(10) Dalam hal permohonan pembetulan atau pembatalan
tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat

P
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(9), Kepala Bapenda haras memberitahukan secara
tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

BAB VIII
PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Umuim

Pasal 40

(1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan.

(2) Kewenangan Bupati untuk melakukan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat dilimpahkan
kepada Pejabat yang ditunjulk.

(3) Pegjabat vang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan Kepala Bapenda,

Pasal 41

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)

bertujuan untuk:

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak; dan

b. ftujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan
Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan
Kewsajiban Pajak

Paragraf |

Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan
Pasal 42

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dapat meliputi satu, beberapa,
atau seluruh Jenis Pajak, baik untuk satu atau beberapa
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam
tahun- tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Pasal 43

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian

atau kompensasi kelebilkan pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa Data Konkret yang
menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar; atau

e. Wajb Pajak wyang terpithh wuntuk dilakukan
Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko,

(2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dilaksanakan dengan mempertimbangkan
perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

a. kepatuhan penyampaian SPTPD;

b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang; dan

c¢. kepatuhan dalam membayar Utang Pajak Masa
Pajak/Tahun Pajak sebelumnya.
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Pasal 44

(I) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuban
kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
Hurul a dilakukan dengan jenis Pemenksaan Lapangan
dan/atau Pemeriksaan Kantor.

(2) Pemeriksaan untuk mengujl kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa dengan
memperhatikan ketersediaan Pejabat Pemeriksa pada
Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal Pejabat Pemeriksa sebagaimana dimalksud
pada ayat (2) belum tersedia atau jumlahnya belum
mencukupi kebutuhan Pemeriksaan, Bupati dapat
menugaskan Petugas Pemeriksa untuk melaksanakan
Pemeriksaan.

(4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat menunjuk tenaga
ahli untuk membantu proses Pemeriksaan yang
dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa danj/atau Petugas
Pemeriksa berdasarkan sural tugas yang diterbitkan
oleh Bupat.

Paragral 2
Standar Pemeriksaan

Pasal 45

(1) Pemeriksaan untuk menguy)i kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak harus dilaksanakan sesuai dengan
standar Pemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang
meripakan capaian minimum yang harus dicapai dalam
melaksanakan Pemeriksaan,

(3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mehputi standar Urmum Pemeriksaan,
standarpelaksanaan Pemeriksaan, dan standar

pelaporan hasil Pemeriksaan.
Pasal 46

(1) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (3) merupakan standar yang bersifat
pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa
yvang berlaku urntuk Pejabat Pemeriksa danfatau Petugas
Pemenksa,

(2) Persyaralan untuk Pejabat Pemeriksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
jabatan fungsional di bidang keunangan negara.,

(3) Persyaratanuntuk Petugas Pemeriksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. minimal lulusan Diploma I dengan pangkat minimal
Pengatur Muda (lI/a) atau minimal lulusan SMA
dengan pangkat minimal Peéngatur Muda Tingkat I
(IL/D);
b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau
pelatihan teknis terkait Pemeriksaan;

memiliki kemampuan melakukan Pemeriksaan;

cermat dan  saksama dalam menggunakan

keterampilannya sebagal Pernerilesa;

o
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e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela
serta senantiasa mengutamalkan  kepentingan
Nnegara;

f. taat terhadap berbagaiketentuanperaturan
perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

g. telah mengikuati dan lulus sertifikasi Pemeriksa
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
¢ sampai dengan humf [ ditentukan berdasarkan
penilaian Bupati .

(5] Pemenuhan sertifikasi Pemeriksa sebagaimana dimalsud
pada ayat (3) huraf g dilaksanakan sesuyai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pagal 47

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan

pemenuhan kewajiban Pajak harus dilakukan sesuai standar

pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 ayat (3), yvaitu:

a, pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului
dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan
Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan
mengumpulkan dan mempelajaridata  Wajib  Pajak,

menyisun rencana Pemeriksaan, dan menyusun
program Pemeriksaan, serta mendapat pengawasan yang
saksama;

b, Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian
berdasarkan metode dan teknik Pemerksaan sesuai
dengan program Pemeriksaan vang telah disusun;

¢. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti
kompeten yang cukup dan berdasarkan Kketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan;

d. Pemeriksaan dilakukan olelh suatu tim Pemernksa
yang tercdin dam seorang supervisor, seorang ketua
tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam
keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai
anggota tim, vyang ditetapkan dalam SP2 atau
perubahannya;

e, tim Pemeriksa sebapgaimana dimaksud dalam huruf d
dapat dibantu oleh 1 [satu) orang atau lebih tenaga ahli
yang memiliki keahlian tertentu seperti dalam bidang
bahasa, teknologi informasi, danfatau hulkum yang
diutamakan berasal dari Pemerintah Daerah.

f. Pemeriksaan dapat dilaksanakan chi kantor
Pemerintah Daerah, tempat tinggal atau kedudukan
Wajib Pajak, tempat kegiatan wusaha Wajib Pajak,
dan/atau tempat lain yang dianggap perlu  oleh
Pemeriksa;

g, Pemenksaan dilaksanakan jam kerja dan apabila
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan

h. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam
bentuk KKP,

Pasal 48

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h
berfungsi sebagai:
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(1)

(2)

bukti bahwa Pemenksaan telah dilaksanakan sesuai
standar pelaksanaan Pemenksaan;

bahan  dalam melakukan PAHP dengan  Wajib
Pajak mengenai temuan hasil Pemenksaan;

dasar pembuatan LHFP,

sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan
atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajal; dan
referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.

Pasal 49

Kegiatan Pemeriksaan diluangkan dalam LHP yang
disusun sesual standar pelaporan hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

Standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas vyang
menggambarkan informasi mengenai riang lingkup,
pos- pos vang diperiksa sesumi denzan tujuan
Pemeriksaan, simpulan Pemeriksa yang didukung
temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya
penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan perpajakan, dan pengungkapan informasi
lain yang terkait dengan Pemeriksaan.

LHP minimeal memusat:

penugasan Pemeriksaan;

identitas Wajib Pajak;

pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
pemenuhan kewajiban Pajak;

data/informasi vang tersedis;

dokumen yang dipinjam;

materi yang diperiksa;

uraian hastl Pemeriksaan;

ikhtisar hasil Pemeriksaan;

penghitungan Pajak terutang; dan

simpulan dan usul Pemeriksa,

=
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Paragraf 3

Kewajiban dan Kewenangan Pemenksa

Pasal 50

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak, Pemeriksa wajib;

H.

menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan kepada Waiib Pajak dalam hal Pemeriksaan
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau
Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor
dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor;

memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2
kepada Wajib Pajak pada saat melakukan Pemeriksaan;
memperlihatkan SP2 perubahan kepada Wajib Pajak
apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami
pertibahan;

melakukan perfermuan dengan Wajlb Pajak dalam rangka
memberikan penjelasan mengenai:

1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
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2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah
pelaksanaan Pemeriksaan;

3. hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk
dilakukan pembahasan dengan Tim Penjaminan
Mutu Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil
Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum
koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa
dengan Wajib Pajak pada saat PAHP, kecuali untuk
Pemeriksaan atas keterangan lain berupa Data
Konkret; dan

4, kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuh
permintaan Dokumen, vang dipinjam dari Wajib
Pajak;

e, menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada

huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib

Pajak;

menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;

g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam
rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan;

h. menvampaikan  Kuesioner  Pemeriksaan  kepada
Wajib Pajak;

i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban Pajaknya dengan menvampaikan
saran secara tertulis sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

i mengembalikan dokumen yang dipimjam dan Wajpnb
Pajak; dan

k. merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau
diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada Pemeriksa dalam
rangka pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak
berhak.

g |

Pasal 51

(1} Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:

a., memeriksa danj/atau meminjam Dokumen  yang
berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh,
kegiatan usaha, dan/atau objek yang terutang Pajak;

b. mengakses, menyalin, dan/atau mengunduli Data
Elekironik yang berhubungan dengan pendapatan
usaha yang diperoleh, kegiatan wusaha darn/atau
chjek yang terutang Pajak;

c. memasuld dan memeriksa tempat atau ruang,
barangbergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga
atau patut diduga digunakan untuk menyimpan
Dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat
memberi petunjuk tentang pendapatan vang
diperoleh, kegiatan wusaha, dan/atau objek yang
terutang Pajak;

d. meminta kepada Wajib Pajak wuntuk memberi
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, meliputi:

1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas
hiaya Wajib Pajakap abila dalam mengakses Data
Elektronik memerlukan peralatan dan/atau
keahlian khusus;

2, memberikan bantuan kepada Pemeriksa untuk
membuka barang  bergerak dan/atau tidak
bergerak; dan/atau
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3. menyediakan rUangan khusus tempal
dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal
Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;

e. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu
serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dan

Wajib Pajak;

g, meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik
melalui Wajib Pajak; dan

h. meminta keterangan dan/atau bukti yvang diperlukan
dari Pihak Ketiga yvang mempunyai hubungan dengan

Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dengan jenis
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di
lingkungan Pemerimiah Daerah dengan
menggunsakan Surat Panggillan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor;

b. memeriksa dan/atau meminjam Dokumen vyang
berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh,
kegiatan usaha, dan/atau objek yang terutang Pajak;

c. meminta kepada Wailb Pajak untuk memben
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dan
Wajib Pajak;

e. meminjam KKP yang dibuat ocleh akuntan publik
melahn Wajib Pajak; dan

f. meminta keterangan dan/atan bukti yang diperlukan
dari Pihak Ketiga yvang mempunyai hubungan dengan
Wajib Pajak yang dipenksa melalui Pejabat.

Paragraf ¢
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasgal 52

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban Pajak, Wajib Pajak berhak:

a, meminia kepads Pemeriksa untuk memperlihatkan
Tanda Pengenal Pemeriksa dan SP2;

b, meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksagn Lapangan dalam  hal
Pemeriksaan dilalculean dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan;

¢. meminta kepada Pemenksa untuk memperlihatkan SP2
perubahan apabila susunan keanggotaan Tim Pemeriksa
mengalami perubahan;

d. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan
penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;

e, menerima SPHP;

. menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan;

g. mengajukan permohonan untulk dilalkukan pembahasan
dengan Tim Penjaminan Mutu Pemernksaan, dalam
hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada
dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara
Pemeriksa dengan Wajib Pajak pada saat PAHP, kecuali
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untuk Pemenksaan atas keterangan lain berupa Data
Kaonkret; dan

h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan
Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner

Pasal 53

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan unfuk Iﬂﬂl]glljl
kepatuhan pemenuhen kewajiban Pajak dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:

a. memperlihatkan dan/atan meminjemkan Dokumen
yvang berhubungan dengan pendapatan yang
diperoleh, kegiatan wusaha, dan/atau objek yang
terutang Pajak;

b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk
mengakses, menyalin, dan/atau mengunduh Data
Elektronik yang berhubungan dengan keglatan
usaha dan/atau ohjek yang tematang Pajak;

c. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk
memasuki dan memeriksa tempat atau ruang,
barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang
diduga atau patut diduga digunakan untuk
menyimpan Dokumen, uang, dan/atau barang yang
dapat memberi petunjuk tentang pendapatan yang
diperoleh, kegiatan usaha, dan/atau objek vang
lerutang Pajak serta meminjamkannya  kepada
Pemeriksa;

d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan,
yang dapat berupa:

1. menyaediakan tenaga dan/atau peralatan atas
biaya Waiib Pajak apabila dalam mengakses Data
Elektronik memerlukan peralatan dan/atau
keahlian khusus;

2. memberikan bantuan kepada Pemeriksa untuk
mermnbuka barang bergerak dan/fatau  tidak
bergerak; dan/atau

3. menyediakan ruangan khusus tempat
dilakukannva Pemeriksaan Lapangan dalam hal
Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;

e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;

[, memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang
diperlukan; dan

g. meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik,
(2] Dalam pelaksanaan Pemenksaan untuk menguj

kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dengan jenis

Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:

a. memenuhi panggilan untuk menghadin Pemenksaan
sesuail dengan waktu vang ditentukan;

b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan Dokumen
yang berhubungan dengan pendapatan yang
diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang terutang;
memberi bantuan guna keélancaran Pemeriksaan;

. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;

. meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik;

dan

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang

diperlukan.

[ =W

ﬂ' ”|‘.1ln|:1_|1| Mmyipn Cariffanrme


https://v3.camscanner.com/user/download

Paragral 5
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 54

(1) Pemenksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak dilakukan dalam jangka waktu
Pemeriksaan vang meliput;

a. jangka waktu pengujian; dan
b. janglka waktu PAHP dan pelaporan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, jangka wakiu pengujian
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, terhitung sejak Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan
kepada Wajib Pajak, wakil, kuassa, pegawal, atay anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai
dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak,
wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah
dewasa dan Wajib Pajak.

(3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan  Kantor, jangka wakiu  pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, terhitung sejak tanggal
Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajb Pajak, pegawai,
atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor sampal dengan tangeal SPHP
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai,
atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajalc

(4) Jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu)
bulan kalender, yang dihitung sejak tanggal SPHP
disampaikan kepada Wajib Pajak, walal, kuasa, pegawai,
atau angegota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak, sampail dengan tanggal LHP.

Pasal 55

(1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 avat (2), dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan kalender.

(2) Perpanjangan jangka wakiu pengujian Pemeriksaan
Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal:

a. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;

b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau
keterangan kepada Pihak Ketiga;

c. rmaang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi
seluruh jenis Pajak; dan/atau

d. berdasarkan pertimbangan Pejabat.

Pasal 56

(1) Jangka waktu  pengujian  Pemeriksaan  Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3], dapat
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diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan kalender.

(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemerilcsaan
Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam hal:

a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Talhun Pajak lainnya;

b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau
keterangan kepada Pihak Kefiga;

e. rmaang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh
jenis Pajak; dan/atau

d. berdasarkan pertimbangan Pejabat,

Pasal 57

(1) Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu
pengujan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 atau Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pejabat harus
menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka
waktu pengujian dimaksud secara tertulis kepada Wajib
Pajak.

(2) Dalam hal jangka wakiu perpanjangan pengujian
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) telah
berakhir, SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 58

Dalam hal Pemenksaan dilakukan karena Wajib Pajak
mengajukan permohonan pengembalian atau kompensasi
kelebihan pembayaran Pajak, jangka wakiu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 harus
memperhatikan jangka waktu penyelesaian  permohonan
pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak.

Parapraf 6 |
SP2 dan Surat Perubahan Tim Pemenksa

Pasgal 50

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak dilakukan oleh Pemeriksa yang
tergabung dalam suatu tirm Pemeriksa berdasarkan SP2,

(2] SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
untul satu atau beberapa Masa Pajak dalam sualu
bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau
unfulk satu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
terhadap satu Wajib Pajak.

(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa diubah, Pejabat harus
menerbitkan perubahan SP2,

Paragral 7
Pemberitahuan dan Panggilan Pemerniksaan, dan Pertemuan
dengan Wajb Pajak

Pasal 60

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhankewajiban Pajak dilakukan dengan jenis
Pemerniksaan Lapangan, Pemeriksa wajib
memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai
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dilakukannva Pemenksasan Lapangan dengan
menyampalkan Surat Pembentahwuan Pemeriksaan
Lapangan.

(2) Dalam hal uniuk MENZLji kepatuhan
pemenuhankewajiban Pajak dilalklukan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa wajib memberitahukan
kepada  Wajib  Pajak  mengenai  dilakukannya
Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat
Parngeilan Dalam Rangka Pemernksaan Kantor.

(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat
Panggilan Dalam  Rangka  Pemeriksaan  Kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untulk
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
sebagaimana tercantum dalam SP2,

Pasal 61

(1} Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
sebagamimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat
disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada
saatl dimulainva  Pemernksaan Lap&ngan atau
disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya
dengan bulcii pengiriman.

(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dan Wajib Pajak tidak berada di tempat,
Surat Pembentahuan Pemeriksaan Lapangan
dapat disgampailkan kepada:

a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:

l. pegawail dari Wajib Pajak yvang menurut Pemeriksa
dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal
Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajb Pajak
Badan;

2, anggota keluarga yang telah dewasa dan Wajb
Pajak yang menurut Pemenksa dapat mewalkili
Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan
terhadap Wajib Pajak orang pribadi; atau

3. pihak selain sebagaimana dimaksud angka 1 dan
angka 2 yang dapat mewakili Wajib Pajak.

(3) Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau pihak
yang dapat mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat ditemu, Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalw pos atau
jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan
surat pemberitahuan Pemeriksasn Lapangan diangsap
telah disampaikan dan Pemenksaan Lapangan telah
dimulail.

(4) Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2)
disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya
dengan bukiti pengiriman.

Pasal 62

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguj
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak, Pemeriksa
wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak sesuai
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dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 huruf d.

(2) Pertemuan sebagaimana dimmaksud pada avat (1)
juga dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa dan
Wajib Pajak.

(3) Dalam hal Pemeriksaan  dilakukan dengan  jenis
Pemeriksaan  Lapangan, pertemuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan setelah
Pemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan.

(4) Dalam hal Pemeérksaan diakukan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor, pertemuan sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan pada saat Wajib
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak datang
memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangksa Pemeriksaan
Kantor.

(5) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau ayat (2), Pemeriksa wajib membuat
berita acara hasil pertemuan, yang ditandatangani oleh
Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dar Wajib
Pajalc

(6) Dalam hal Wajib Pajak, walal, atau kuasa dann Wajib
Pajak menolak menandatangani berita acara hasil
pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Pemeriksa membuat catatan mengenal penoclakan

~ tersebut pada berita acara hasil pertemuan,

(7) Dalam hal Pemeriksa telah menandatangani berita acara
hasil pertemuan dan membuat catatan mengenai
penolakan penandatanganarn berita acara
sebhagaimana dimaksud pada ayat (6), perfemuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)
dianggap telah dilaksanakan.

Pasal 63

(1) Pemeriksa dapat melakukan peminjaman Dokumen
kepada Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan
Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.

(2) Ruang lingkup peminjaman Dokumen  meliputi
peminjaman dan pengembalian Dokumen,

(3) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor, daftar Dokumen yang diperlukan
untuk dipinjam oleh Pemeriksa, harms dilampirkan pada
Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor,

Paragraf 8
Penyegelan

Pasal 64

(1) Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan untuk
memperoleh atau mengamankan Dokumen dan benda-
benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang
kegiatan usaha Wajib Pajak agar tidak dipindahkan,
dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar,
alau dipalsukan.

(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan apabila pada saat pelaksanaan Pemeriksaan
Lapangan:
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a. Wajib Pajak, wakil, ataun kuasa dari Wajib Pajak
yvang diperiksa tidak memberi kesempatan kepada
Pemeriksa untuk memasuki tempat atan ruang
serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak
bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan
untuk menyimpan Dokumen, termasuk hasil
pengolahan data dard Pembukuan yang dikelola
secara elektronik atau secara program aplikasi
dalam jaringan yang dapat memberi petunjuk
tentang kegiatan usaha Wajib Pajak;

b. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
yvang diperiksa menolalkk memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan vang dapat berupa tidak
memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk
mengakses Data Elektronik atau membuka barang
bergerak dan fatau tidak bergeral;

c. Wajibh Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
yang diperiksa tidalk herada di tempat dan tidak ada
pegawal atau anggota kelnarga yvang telah dewasa
dari Wajib Pajak yang mempunyal kewenangan
untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib
Pajale, sehingga diperlukan upaya pengamanan
Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau

d. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
yang diperiksa tidalk berada di tempat dan pegawai
atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak wvang mempunyai kewenangan untuk
bertindak selalu pihak vang mewakili Wajib Pajak
menolak memberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan.

Pasal 65

(1) Penvegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat
(1) dilakukan dengan menggunakan tanda segel.

(2) Penyegelan dilalkkukan oleh Pemeriksa dengan disaksikan
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah
dewasa selain anggota tim Pemeriksa.

(3) Dalam melakukan Penyegelan, Pemeriksa wajib

~ membuat berita acara Penyegelan.

(4) Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada
ayvat (3) ditandatangani oleh Pemeriksa dan sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(5) Berila acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua
diserahkan kepada Wapb Pajalk, walkil, kuasa, pegawai,
atan anggota keluarga yvang telah dewasa dari Wajib
Pajak yang dipenksa.

(6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menolak menandatangani bernita acara Penyegelan,
Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut
dalam berita acara Penyegelan.

(7) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa dapat
berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republilk
[ndonesia dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

(8) Wajib Pajak dilarang merusak, mencabut, atau
menghilangkan segel, mengakses, mengubah, atan
menghapus Dokumen yang ditempatkan pada tempat
atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau
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tidak bergerak termasuk media penvimpanan data yang
disegel.

Pasal 66

(1) Pembukaan segel dilakukan apabila:

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat
mewaltili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat {2) huraf b telah memberi 1zin kepada
Pemeriksa untuk membuka atan memasuki tempat
atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak
vang disegel, dan/atau telah memberi bantuan
guna kelancaran Pemeriksaan;

b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa, Penyegelan
ndak diperlukan lagi: dan/atau

c. terdapal permintaan dar penyidilkk yang sedang
melakukan penvidikan tindak pidana.

(2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemenksa
dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 [(dua)
orang yang telah dewasa selain angpota tim Pemeriksa.

(3) Dalam keadaan tertentu, pembukasn segel dapat
dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan/atau Pemerintah Daerah setempat,

(4) Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk
melakukan Penyegelan rusak atau hilang, Pemeriksa
harus membuat berita acara mengenai kerusakan atau
kehilangan dan melaporkarnya kepada Kepolisian
Negara Repubhk Indonesia.

(5) Dalam melakukan pembukaan segel, Pemerksa
membuat berita acara pembukaan segel vyang
ditandatangan oleh Pemeriksa dan saksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menolak menandatangani berita acara pembukaan segel,
Pemernksa membuat catatan tentang penolakan tersebut
dalam berita acara pembukaan segel.

(7) Benta acara pembukaan segel dibuat 2 [dua) rangkap
dan rangkap kedua diserahkan kepada Wanb Pajak,
wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah
dewasa dari Wapb Pajak.

Pasal 67

(1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) han kerja setelah
tanggal Penyegelan atau jangka waktu lain dengan
mempertimbangkan tujuan Penyegelan, Wajib Pajak,
wakil atau kuasa dan Wajib Pajak tetap tidak memben
1zin kepada Pemenksa untuk membuka atau memasulk
tempat atau roangan, barang bergerak atau tdak
bergerak wvang disegel, dan/atau fidalk memberikan
bantuan pguna kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak
diangegap menolak dilakukan Pemerilksaan,

(2) Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Wajib Pajalk, waldl, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib
menandatangani surat pernyatanr penolakan
Pemenksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak, walkil, dtan kuasa dann Wajib
Pajak menolak menandatangani surat pemyataan
penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
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avat (2), Pemeriksa membuat dan menandatangani berita
acara mengenal penolakan tersebut.

Paragraf 9
Penolakan Pemeriksaan

Pasal 68

(1} Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk
menguji  kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak
menvatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan,
termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa
dari Wajib Pajak harus menandatangani surat
pernyataan penolakan Pemeriksaan,

(2) Dalam hal Wajib Pajak, walkil, atau kuasa dan Wajib
Pajak menolak menandatangani sural pernyataan
penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerniksa membuat berita acara penolakan
Pemeriksaan yang ditandatangani pleh tim Pemeriksa.

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atan kuasa dari Wajib
Pajak tidak ada di tempat maka:

a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan
sepanjang terdapat pegawai atau anggota keluarga
vang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dapat dan
mempunyal kewenangan untuk mewakili Wajib
Pajak, terbatas pada hal wyang berada dalam
kewenangannya, atau

b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada
kesempatan berkutnya.

(4) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum
dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, Pemeriksa dapat melakukan Penvegelan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1),

(5) Apabila setelah dilakukan Penyegelan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 avat (1),
Wajib Pajak, walil, atau kuasa dan Wanb Pajak tetap
tidak berada di tempat dan/atau tidak memberi izin
kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki
tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak
bergerak, dan/atan tidak memberikan bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa meminta kepada
pegawal atau anggota keluarga vang telah dewasa dar
Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan.

(6) Dalam hal pegawal atau anggota keluarga yang telah
dewasa dan Wapb Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayvat (5) menolak wuntuk membantu kelancaran
Pemeriksaan, Pemenksa meminla pegawal alau anggota
keluarga vang telah dewasa dari Wajib Pajak untulk
menandatangani surat penolakan membantu kelancaran
Pemeriksaan.

(7] Dalam hal pegawdi atau anggota keluarga vyang
telalh dewasa dari Wajib Pajak menolak untuk
menandatangani surat penocliakan membantu kelancaran
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
Pemmeriksa membuart berita acara penolakan membantu
kelancaran Pemenksaan yang ditandatangani oleh tim
Pemenksa,

ﬂ' ”|‘.1ln|:1_|1| Mmyipn Cariffanrme


https://v3.camscanner.com/user/download

Pasal 69

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak wang dilakukan Pemenksaan Kantor untuk
menguji  kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak
memenuthi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan
Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan
Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak harmus menandatangani surat pemyataan
penolakan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak menolak menandatangani surat pemyataan
penolakan Pemenksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa,

(3) Apabila dalam jangka walktu paling lama 1 (satu) bulan
kalender sejak Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wapnb Pajak
dan surat panggilan tersebut tidak dikembalikan cleh
pos atau jasa pengiriman lainnya dan Wajib Pajak tdak
memenuhi panggilan Pemeriksasan Kantor, Pemeriksa
membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan
Pemeriksaan oleh Wajib Pajak yvang ditandatangani oleh
tim Pemeriksa.

Paragraf 10
Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat
Pemberitahuan Selama Pemeriksaan

Pasal 70

(1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan
tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran
pengisian SPTPD vang telah disampaikan sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya, sepanjang Pemeriksa belum
menyvampaikan SPHP.

(2) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD
sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan ke
kantor instansi pelaksana pemungut Pajak dan retribusi
daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.

(3} Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh
Wajibh Pajak, walal, atau kuasa dan Wajib Pajak dan
dilampir dengan:

a. penghitungan Pajak yang kurang dibayar sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya; dan

b, S8SS5SPD atas pelunasan Pajak yang kurang dibayar
sertg sanksei administrasi berupa bunga.

(4) Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran pengisian
SPTPD sebapaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengakibatkan kekurangan pembayaran Pajak maka
pengungkapan tersebut tidak perlu dilampin dengan
SSFD.

Pasal 71

(1) Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran
dalam laporan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (1), Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan
atas hasil Pemernksaan diterbitkan SKPD dengan
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mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta
memperhitungkan pokok Pajak yang {elah dibayar.

(2) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan
ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak tidak
sesuai dengan keadaan vyang sebenamya, SKPD
diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan
ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak
sestiai  dengan keadaan vyang sebenamya, SKPD
diterbitkan sesuail dengan pengungkapan Wajib Pajak.

Paragraf 11
Penjelasan Wajib Pajak dan Permintaan Keterangan kepada

Pihalk Ketiga
Pasal 72

(1) Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci,
Pemeriksa melalui Pejabat dapat memanggil Waijib
Pajalk, walkil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau
anggota keluarga yang telah dewasa darn Wajib Pajak
melalun penyampaian surat panggilan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, penjelasan yang lebih rinct
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib
Pajak.

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] atau
ayat (2) yang diberikan kepada Pemeriksa, dituangkan
dalam berita acara mengenal pemberian penjelasan
Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan
Wajib Pajak, wakil, kuasa dan Wajib Pajak, pegawai atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak, walal, kuasa dan Wajib Pajak,
pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari
Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemenksa
membuat catatan penolakan tersebut dalam berita acara
dimalksud.

(S5) Dalam hal diperlukan informasi tambahan terkait
penjelasan yang disampaikan cleh Wajib Pajak, walkil,
kuasa dari Wajib Pajak, pegawal atau anggota keluarga
yang telah dewasa dari Wajib Pajak, Pemeriksa melalui
Pejabat dapat meminta keterangan kepada Pihak Ketiga.

Paragrafl 12
Pembertahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir

Hasil Pemenlksaan

Pasal 73

(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan
pemennhan kewajiban Pajak harus diberitahukan
kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHFP yang
dilampin dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.

(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa
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secara langsung atau melalul pos atau jasa pengiriman
lainnya dengan bulkti pengiriman. |

(3) Dalam hal SPHF disampaikan secara langsung dan Wajib
Pajak, waldal, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa
dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penclakan
menerima SPHP,

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak menolak menandatangani surat penolakan
menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemeriksa membuat benta acara penclakan menerima
SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

(5) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan
Kantor, penyampaian SPHP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan
penyampaian undangan terfulis untulk menghadiri
PAHP.

Pasal 74

(1) Wanb Pajak wajb membenkan tanggapan tertulis atas
SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dalam bentuk:

a. lembar permmyataan persetijuan hasil Pemeriksaan,
dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil
Pemenksaan; atau

b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak
menyetujui Sebagian atau  seluruh  hasil
Pemeriksaan.

(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5
(ima) han kerja sejak tanggal diterimanya SPHP
oleh Waiib Pajak.

(3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka
waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama
3 (bga) han kernja fterhitung sejak jangka waktu
sebagaimansa dimaksud pada ayal (2) berakhir.

(4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu
penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Wajib Pajak harmus menyampaikan
pemberitahuan  tertulis sebelum  jangka  waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(5) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
avat (4) disampaikan oleh Wajib Pajaksecara langsung
atan melalni faksimile, surat elektronik, pos, atau jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan
tertulis atas SPHP, Pemeriksa membuat berita acara
tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP
yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 75

(1) Dalam rangka melaksanakan PAHP vang tercantum
dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) kepada
Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam PAHP,
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(2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan melalul penyampaian undangan secara tertulis
kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan
tanggal dilaksanakannya PAHP.

(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak;

a. ditenmanya tanggapan tertulis atas SPHP dan
Wajib Pajak sesuai jangka wakiu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2] atau ayat (3):
atau

b. berakhimya jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), dalam hal Wajib
Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas
SPHP,

() Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau
melalui  faksimile, surat elektronik, pos, atau jasa

pengiriman lainnya dengan bukti penginman.
Pasal 76

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib

Pajak:

a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan
hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayat (1) huruf a dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2)
atau ayat (3);

b. hadir dalam PAHP sesuai dengan hari dan tanggal
yvang tercanturn dalam undangan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2),

Pemeriksa membuatl nsalah pembahasan dengan

mendasarkan pada lembar pernvataan persetujuan hasil

Pemeriksaan dan membuat berita acara PAHF yang

dilampin dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang

ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa darn Wajib Pajal.
(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib

Pajak:

a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan
hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 avat (1) huruf a dalam jangka walktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2]
atau ayat (3); dan

b. tidak hadir dalam PAHP sesuai dengan han dan
tanggal vang tercantum dalam undangan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2),

Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan

lembar pernyataan persetgjuan  hasil Pemeriksaan,

berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP,
dan berita acara PAHP yang dilampin dengan ikhtisar
hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim

Pemeriksa.

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dan Wajib

Pajak:

a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayat (2} atau ayat (3); dan
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b. hadir dalam PAHP sesual undangan sebagasimana
dirnaksud dalam Pasal 75 ayat (2),

Pemeriksa harus melakukan PAHP dengan Wajib Pajak,

wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dengan mendasarkan

pada surat sanpggahan dan menuangkan hasil
pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

(4) Dalarn hal Wajb Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib

Pajak:

a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 avat (1) huruf b
dalam jangka waktu sebagmimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayat (2) atau ayat (3); dan

b. tdak hadir dalam PAHP sesuai dengan har dan
tanggal wang tercantum dalam  undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2),

Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan

surat sanggahan, berita acara ketidakhadiran Wajib

Pajak dalam PAHP, dan berita acara PAHP yang dilampiri

dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, vyang

ditandatangani oleh tim Pemenksa,
(5) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib

Pajak:

a. tdak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayat (2) atau ayat (3); dan

b. hadir dalam PAHP sesual undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2),

Pemeriksa tetap melakukan PAHP derigan Wajib Pajak,

wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak, dan menuangkan

Hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan,

yvang ditandatangant ecleh tim Pemeriksa dan Wajib

Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

(6) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib

Pajak:

a. tdak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasdal 74 ayat (1)
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayat (2) atau ayat {3); dan

b. tdak hadir dalam PAHP sesuai dengan haii dan
tanggal vang tercantum dalam  undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2),

Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan

SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1),

berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP,

dan berila acara PAHP yang dilampiri dengan ilkhtisar
hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim

Pemeriksa.

Pagal 77

(1) Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum

disepakatin dalam rnsalah pembahasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) atau ayat (5) dan

Wajib Pajak mengajukan permohonan pembahasan
dengan Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan, berita acara
PAHP vang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan
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akhir dibuat setelah pembahasan dengan Tim
Penjaminan Mutu Pemeriksaan dilaksanakan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan
pembahasan dengan Tim Penjaminan  Mutu
Pemeriksaan, berita acara PAHP yang dilampiri dengan
ikhtisar hasil pembahsasan akhir  dibuat berdasarkan
risalah pembahasan sebagaimansa dimaksud dalam Pasal
76 ayat (3) atau ayat (3).

(3) Dalarn hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Waiib
Pajak menolak menandatangani nsalah pembahasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) atau
ayat (5), dan/atau berita acara PAHP yang dilampiri
dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir  sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada avat (2), Pemeriksa
membuat catatan mengenai penolakan tersebut,

Pasal 78

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP pada
hari dan tanggal sesual undangan sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 75 ayat (2], PAHP dianggap telah
dilakukan.

(2) Dalam hal PAHP dianggap telah dilakukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berita acara PAHP wyang
dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir
ditandatangani oleh tim Pemeriksa,

Pasal 79

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Wajib
Pajak menyampaikan surat permohonan kepada Pejabat.

(2) Permohonan pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan, apabila: |
a. rmisalah pembahasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76 ayat (3) atau ayat (5) telah
ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak;

b. Dberita acara PAHP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (2) belum ditandatangani oleh tim
Pemeriksa dan Wajib Pajak, waldl, atau kuasa dari
Wajib Pajak; dan

¢. terdapat perbedaan pendapal yang terbatas pada
dasar hukum koreksi antara Wajib Pajak dengan
Pemeriksa pads saat PAHP.

(3] Swurat permohonan pembahasan dengan Tim Penjaminan
Mutu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan secara langsung atau melalui
faksimile, surat elektronik, pua atau jasa penginman
lainnya dengan bukti pengiriman dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan
risalah pembahasan sebacaimana dimaksud dalam Pasal
76 ayat (3) atau ayat (3).
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Pasal 80

(1) Susunan Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan diasulkan
oleh organisasi perangkat daerah pemungur Pajak
kepada Bupati dan terdin dari:

a. 1 [satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang sekretans; dan
c. 3 (tiga) orang anggota.

(2) Tim Penjaminan Mutu Pemenksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat dan/atau
pegawai dilingkungan Pemerintaly Daergli  vyang
ditetapkan oleh Sekretaris Da=rah atas nama Bupati.

(3) Susunan Tim Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud
pada avat (1) harus melibatkan unsur Inspektorat
Daerah yang bersangkutan,

Pazal 81

Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 80 gyat (1) bertugas untuk:

a. membahas perbedaan pendapat yang terbatas pada
dasar hukum koreksi antara Wajib Pajak dengan
Pemeriksa pada saal PAHP,

b. memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan
pendapat antara Wajily Pajak dengan Pemeriksa; dan

Pasal 82

(1} Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (3), Tim Penjaminan Mutu
Pemeriksaan harus menyvampaikan undangan Kepada
Wajib Pajak dan Pemeriksa untuk melakukan
pembahasan atas  Thasil Pemeriksaanyang belum
disepakali dalam risalah pembahasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) atau ayat (5).

(2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan secara langsung atau melalul faksimile,
surat elekironik, pos, atau jasa pengiriman lainnya
dengan bulkti pengiriman.

Pasal 83

(1) Pembahsasan dengan Tim Penjaminan Mutu Pemerilkcsaan
dilakukan bersama dengan tim Pemeriksa, dan Wajib
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan
dengan Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan sesuai
dengan hari dan tanggal wyang tercantum dalam
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal B2 ayat
(1), pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu
Pemeriksaan harus tetap diakukan oleh Tim
Penjaminan Mutu Pemeriksaan dan tim Pemeriksa.

Pasal 84

Pelaksanaan PAHP antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat [3) atau ayat (5)
serta pelaksanaan pembahasan dengan Tim Penjaminan
Mutu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
harus mempertimbangkan jangka walktu PAHP dan pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4).
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Pasal 85

(1) Hasill pembahasan Tim Penjaminan Muta Pemeriksaan
harus dituangkan dalam risalah Tim Penjaminan
Mutu Pemeriksaan,

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa darn Wajib
Pajale hadir dalam pembahasan dengan Tim Penjaminan
Mutu Pemeriksaan, risalah Tim Penjaminan Mutu
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan,
tim Pemerniksa, dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dan
Wajib Pajak.

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak hadir dalam pembahasan dengan Tim Penjaminan
Mutu Pemeriksaan namun Wajib Pajak, wakil, atau
lkuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani
risalah Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Tim Penjaminan Mutu
Pemeriksaan membual:

a. berila acara penolakan penandatanganan risalah
Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) vang ditandatangani oleh
Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan, tim Pemernksa,
dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dano Wajlb
Pajalk.

b. nsalah Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
ditandatangani ol¢eh Tim Penjaminan Mutu
Pemeriksaan dan tim Pemeriksa.

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dann Wajib
Pajak meneclak menandatangani berita acara
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf
a, Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan membuat:

a. berita acara penolakan dilakukan Penjaminan Mutu
Pemeriksaan vang  ditandatangi oleh Tim
Penjaminan Mutu Pemeriksaan dan tim Pemeriksa.

b. rsalah Tim  Penjaminan Mutu Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
ditandatangani oleh Tim Penjaminan Mutu
Pemeriksaan dan tim Pemerniksa.

(5) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak tidak hadir dalam pemhahasan dengan Tim
Penjaminan Mutu Pemenksaan sesual dengan han dan
tangeal yang tercantum dalam undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), Tim Penjaminan
Mutu Pemeriksaan membuat:

a. berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam
pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu
Pemeriksaan; dan

b. rsalah Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada avat (1), vang
ditandatangani oleh Tim Penjaminan  Mutu
Pemernksaan dan tim Pemernksa.

(6) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dan Wajib
Pajak:

a. hadir dalam pembahasan, namun menolalk
menandatangani risalah Tim Penjaminan Mutu atau
menolak menandatangani berita acara penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, atau
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b. tdak hadir dalam pembahasan. pada han dan
tanggal sesual undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82 ayat (1), pembahasan dengan Tim
Penjaminan Mutu Pemenksaan dianggap telah
dilakulkan.

Pasal 86

Risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
avat (3} atau avat (5) dan rsalah Tim Penjaminan Mutn
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1)
digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat
berita acara PAHP yang dilampin dengan ikhtisar hasil
pembahasan alkhir.

Pasal 87

(1) Dalam rangka menandatangani berita acara PAHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pemeriksa

melalul Pejabat memanggil Wajib Pajak dengan
mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani
berita acara PAHP,

(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disampaikan secara langsung atau melalui
faksimile, surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman
lainniya dengan bukti pengiriman,

(3) Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung
dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dad Wajib
Pajak menolak wuntuk menenma surat panggilan
tersebut, Wajib Pajak, wakil, atau lasa dari Wajib Pajak
harus menandatangani surat penolakan menerima surat
panggilan untuk menandatangani benta acara PAHP.

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak menolak menandatangani surat pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemernksa
membuat benfa acara penclakan menerima surat
panggilan unfuk menandatangani benta acara PAHP
yvang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 88

(1) Wajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 3 [hga) hari kerja setelah surat panggilan
untuk menandatangani berita acara PAHP diterima oleh
Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayvat (1)) namun menolak
menandatangani berita acara PAHP, Pemeriksa membuat
catatan mengenai penolakan penandatanganan pada

~ berita acara PAHP, |

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan
sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 87 ayat (1),
Pemeriksa membuat catatan pada berita acara PAHP
mengenal tidak dipenuhinya panggilan.
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Paragraf 13
Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 89

(1} LHP disusun berdasarkan KKF sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47.

(2) Risalah pembahasan, risalah Tim Pemjaminan Mutu,
dan/atau berita acara PAHP, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari LHP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat nota
penghitungan.

(4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)
digunakan sebagai dasar penerintan SKPD atau STPD.

(5) Pajak yang terutang dalam SKPD sebagaimana dimalksud
pada ayat (4) dihitung sesuai dengan PAHP, kecuali:

a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP
tetapl menyampaikan lembar pernysatadan
persetujuan hasil Pemeriksaan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Pajak yang
terutang dihitung sesual dengan lembar pernyataan
persetujuan hasil Pemeriksaan;

b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP
tetapi menyampaikan surat sanggahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4),
Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP
dengan jumlah vang tidak disetujul sesual dengan
surat sanggahan Wajib Pajak;

e. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP dan
tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (6},
Pajuk yang terutang dihitung berdasarkan SPHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan
Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan

Paragraf 14
Penyelesaian Pemeriksaan

Pasal 90

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk

mengy)l kepatuhan pemenuhan kew ajiban Pajak

diselesaikan dengan cara:

#. menghentikan Pemenksaan dengan membuat LHP
Sumir; atau

b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan SKPD dan/atau
STPD)  sesual denganketentuan Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan.

Pasal 91

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a dilakukan

dalam hal;

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota
keluarga vang telah dewasa dari Wajib Pajak vang
diperiksa;
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1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
kalender sgjak tanggal Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau

2. tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam
jangka waktu 3 ([tiga) bulan kalender sejak
tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan
Kantor diterbitlan;

b. Pemeriksaa Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang
ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan
Pemeriksaan Bukti  Permulaan  Terbuka dan
Pemeriksaan Bukli Permnulaan Terbulka tersebut:

1. dilanjutka dengan Penyidikan tetapi Penyidikannya
dihentikan karena peristiwanya telah kedaluwarsa;
atau

2. dilanjutkan dengan Penyidikan dan penuntutan serta
telah terdapat putusan pengadilan mengenai tindalk
pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa
Wajib Pajak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dan salinan putusan pengadilan tersebut
telah diterima oleh Bupati;

c. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yvang
ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Penyidikan
sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukt Permulaan
Tertutup dan Penyidikan tersebut dilanjutkan dengan
penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan
mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap yang menvatakan
bahwa Wajib Pajak terbukti secara sash dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
dan salinan putusan pengadilan tersebut telah ditenima

- oleli Bupali; atau

d. Pemeriksaan Ulang tdak mengakibatkan adanya
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
dalam SKPD sebelumnva.

Pasal 92

(1) Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b,
dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga vyang telah dewasa dan Wajib
Pajak yang dilalkukan Pemeriksaan ditemulan atau

memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan
Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka
waktu Pemeriksaan;

b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Walib
Pajak yang dilaltukan Pemeriksaan ditemukan atau
memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan pengujian
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak belum
dapat diselesaikan sampai dengan:

I. berakhirnya perpanjangan jangka walktu

pengujian Pemenksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat
(1); atau
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5 A hﬂr&khimya perpanjangan jangka waktu
pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);

c. Waijib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga vyang telah dewasa dan Wajib
Pajak yang dilakukan Pemeriksaan sehubungan
dengan permohonan pengajuan pengembalian atau
kompensasi kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 avat (1) huruf
=
1. tdal ditemukan dalam jargka wakiu 3 (tiga)

bulan  kalender sejak  tanpzal  Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
diterbitkan; atau

2. tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender
sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor diterbitkan;

d. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajibh Pajak yang
dilakulkan Pemeriksaan atas keterangan lain berupa
Data Konkret sebagaimana dimaksud pada Pasal
43 ayat (1) huraf b:

1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan  kalender sejak  tanggal  Surat
Pemberntahuan Pemeriksaan Lapangan
diterbitk an; atau |

2. tudak memenithi panggilan Pemeriksaan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender
gsejak tangegal Surat Pangegilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor diterbitkan;

e. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor
yvang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan
Pemernksaan Bukti Permulaan Terbuka dan atas
Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka tersebut:

1. dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi
yvang dilakukan Pemeriksaan Bukt Permulaan
Terbuka meninggal dunia;

2. dihentikan karena tidak ditemukan adanya
bukti permulaan tindak pidana di bidang
perpajakan;

3. dilanjutkan dengan  Penyidikan  namun
Penyidikannya  dihentikan  karena  tidak
terdapat cukup bukti, atau peristiwa
tersebut  bukan merupakan tindak pidana di
bidang perpajakan, tersangka meninggal dunia;
atau

4. dilanjutkan dengan Penvyidikan dan
penuntutan serta telah terdapat putusan
pengadilan mengenai tindak pidana di bidang
perpajakan yang telalh mempunyai kekuatan
hukum tetap yang memutus bebas atau lepas
dari segala tuntutan hukum dan salinan
putusan pengadilan tersebut telah diterima
oleh Bupati ; atau

.  Pemenksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor
yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan
Penyidikan sebagan tindalk lanjut Pemeriksaan Bukiti
Permulaan Tertutup dan Penvidikan tersebut:
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1. dihentitkan karena tidak terdapat cukup
bukti, atau penstiwa tersebut bukan
merupalkan tindak pidana di bidang
perpajakan, atau tersangka meninggal dunia;
atau

2. dilanjutkan dengan  penuntutan  serta
telah terdapat putusan pengadilan mengenail
tindak pidana di bidang perpajakan vang
telah mempunyai kelkuatan hukum tetap yang
memutus bebas atau lepas dan  segala
tuntutan hukum dan Salinan putusan
pengadilan tersebut telah diterima oleh Bupati

(2) Pemenksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang
pengujiannya  belum — diselesaikan sebagaimana
dimalsud pada avat (1) huruf b, harus diselesaikan
dengan menyampaikan SPHP dalam jangka wakitu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya:

a. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemenksaan
Lapangan sebagaimaria dimeksud dalam Pasal 55
avat (1); atau

b. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan
Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(1), dan dilanmjutkan tahapan Pemenksaan sampai
dengan pembuatan LHP.

Pasal 93

(I) Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP
Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak
memenuht  pangeillan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 hurutf a, dapat dilakukan
Pemeriksaan kembali apalbila setelah diterbitkan LHP
Sumir, Wajib Pajak ditemukan.

(2) Pajak terutang atas Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak
yang tidak ditemukan atau fidak memenuhi panggilan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92
ayat (1) huruf ¢ dan huruf d ditetapkan secara jabatan.

Pasal 94

Pemeriksa berdasarkan:

a. surat pernyataan penolaksn Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), atau
Pasal 69 ayat [1);

b. Dberita acara penolakan Pemerksaan sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (2), atau
Pasal 69 ayat (2);

c. Dberita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat [(3);

d. surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6); atau

e, berita acara penolakan membaniu kelancaran
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat [T]r
dapat melakukan penetapan Pajak secara jabatan atau
mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
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Paragraf 15
Pembatalan Hagil Pemeriksaan

Pasal 95

(1} SKPD dan hasil Pemernksaan yang dilaksanakan tanpa:
a. penyampaian SPHP; atau
b. PAHP,
dapat dibatalkan oleh Bupati secara jabatan atau
berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan
dengan melaksanakan penyampaian SPHP dan/atau
PAHP.

(3) Prosedur penyampaian SPHP danjatau pelaksanaan
PAHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menter ini.

(4] Dalam hal Pemenksaan yang dilanjutkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] terkail dengan permochonan
pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran
Pajak, Pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan:

a. BSKPD sesual dengan PAHP apabila jangka
waktu belum melampaui 12 (dua belas) bulan
kalender sejak diterimanya permohonan
pengembalian atau kompensasi kelebihan
pembayaran Pajak belum terlewati; atau

b. SKPDLE sesuait dengan SPTPD apabila jangka
waktu 12 (dua  Dbelas) bulan kalender segjak
diterimanya pengajuan permohonan pengembalian
atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajsk.

(5) Dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa untuk
melanjutkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berbeda dengan susunan keanggotaan tim
Pemeriksa sebelumnya, Pemeriksaan tersebut dilakukan
setelah diterbitkan SP2 perubahan.

| Paragraf 16
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penangguhan
Pemeriksaan

Pasal 96

(1) Pemenksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti
Permulaan Terbuka apabila:

a. pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan
adanya indikasi tindak pidana di bidang
perpajakan; atau

b. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 atau Pasal
69 dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak
dilakukan penghitungan Pajak terutang secara
jabatan,

(2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan
Pemeriksaan atas pengajuan permohonan pengembalian
atau kompensast kelebihan pembayaran Pajak, usulan
Pemeriksaan  Bukti  Permulaan Terbuka  harus
memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan
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pengembahan atau kompensasi kelebihan pembavaran
Pajak tersebut.

Pasal 97

(1} Dalam hal usulan Pemernksaan Buktti Permulaan
Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1)
disetujui oleh Kepala Daerah, pelaksanaan Pemeriksaan
ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan
pemeriksaan sampal dengan:

a. Pemeriksaan Bulkiti Permulaan Terbuka
dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka
meninggal dunia;

b. Pemeriksaan Bulkti Permulaan Terbuka
dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti
perrmilaan tindak pidana di bidang perpajakan;

e. Penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup
bukt, atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindale pidana di bidang perpajakan, tersangka
meninggal dunia atau  peristiwanya  telah
kedaluwarsa; atan

d. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang
perpajakan telah mempunyal kekuatan hukum
tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah
diterima oleh Bupati .

(2) Penangguhan Pemenksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada

Wajib Pajak,
(3) Pembentahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikkan bersamaan dengan

disampaikannyva surat  pemberitahuan  Pemerksaan
Bulkti Permulaan Terbuka.

(4) Dokumen  terkait dengan  Pemeriksaan  yang
ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diserahkan kepada pemeriksa Bukti Permulaan dengan
membuat berita acara yang ditandatangani Pemeriksa
dan pemeriksa Bukti Permulaan,

(5) Salinan berita acara ebagaimana dimaksud pada ayat
{4) diserahkan kepada Wajib Pajak.

Pasal 98

(1) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 97 ayat (1) dilanjutkan sesual dengan
ketentuan yang berlaku, apabila:

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dihentikan
karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan
Pemeriksaan Bukiti Permulaan Terbuka meningzal
dunia;

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dihentikan
karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan
tindak pidana di bidang perpajakan;

c. Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dilanjutkan
dengan Penyidikan dihentikan karena tidak
terdapal cukup buldti, atal peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana di bidang
perpajakan, tersangka meninggal dunia atau
peristiwanya telah kedaluwarsa; atau
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d. Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka
dilanjutkan dengan Penyidikan dan penuntutan
serta telah terdapat putusan pengadilan yang telah
mempunyal kekuatan hulkum tetap yang memutus
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan
salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima
oleh Bupati .

(2) Pemeriksaan vang ditangguhkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 97 avat (1) dihentikan dengan membuat
LHP Sumir sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 90 huraf
b, apabila: _

a. Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dilanjutkan
dengan Penyidikan tetapi Penyidikannya dihentikan
karena peristiwanva telah kedaluwarsa; dan

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dilanjutkan
dengan Penyidikan dan penuntutan serta telah
terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di
bidang perpajakan vang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan
salinan putitsan pengadilan tersebut teiah diterima
oleh Bupati,

Pasal 99

(1) Dalam hal Wajib Pajak vang dilakukan Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak
mga dilskukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara
Tertutup, Pemeriksaan untuk mengupn kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak ditangguhkan dengan
membuat laporan kemajuan Pemenlksaan apabila
Pemerilksaan Bukti Permulaan Tertutup ditindaklamjuti
dengan Penyidikan.

(2] Penangguhan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) dilakukan sampai dengan:

a. Penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup
bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana di bidang perpajakan, tersangka
meningegal duma atau  penstiwanya  telah
kedaluwarsa; atau

b. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang
Perpajakan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap dan salinan atas keputusan tersebut telah
diterima oleh Bupati .

(3) Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada
Wajib Pajale.

(4) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilanjutkan apabila:

a. Penwnidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup
bukn, atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana di bidang perpajakan, tersangka
meninggal dunia atau  penstiwanya  telah
kedaluwarsa; atau

b. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang
perpajakan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap yang memutus bebas atau lepas dar segala
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tuntuan hukum dan salinan atas  keputusan
tersebut telah diterima oleh Bupati .
(5) Pemernksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimalksud

pada ayat (1) dihentikan apabila:

a. Penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah
kedaluwarsa; atau

b. Penyidikan dilanjutkan dengan penuntutan dan
putusan pengadilan atas findak pidana di
bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b dan salinan putusan pengadilan
tersebut telah diterima oleh Bupati .

Pasal 100

(1) Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) atau Pasal 99 ayat (4),
jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53, atau jangka wakiu perpanjangan pengujian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 atau Pasal 56
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan kalender.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dihentikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2] atau Pasal 99 ayat (5],
Pemeriksa harus menyampaikan surat pemberitahuan
penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak,

Paragraf 17
Pemeriksaan Ulang

Pasal 101

(1) Pemernksaan Ulang hanyva dapat dilakukan berdasarkan
instruksi atau persetujuan Bupati .

(2) Instruksi atau persetujuan Kepala Daesrah untuk
melaksanakan — Pemenksaan Ulang dapat diberikan
apabila terdapat data baru termasuk data yang semula
belum terungkap.

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] mengalibatkan adanya
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan
dalam SKPD sebelumnya, Bupati menerbitkan
SKPDKBT.

(4) Dalam bal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan adanya
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan
dalam SKPD sebelumnva, Pemeriksaan Ulang dihentikan
dengan membuat LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak
dibenitahukan mengenai penghentian tersebut.

Bagian K=empat
Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Paragraf 1
Ruang Lingkup, Kriteria dan Jenis Pemeriksaan

Pasal 102

Ruang lingkup Pemenksaan untuk tujuan lan dapat mehputi
penentuan, pencocokan, atau pengumpulan maten yang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
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Pasal 103

(1) Pemeriksaan wuntuk tujuan lain dilakukan dengan

kritena paling sedilot:

a. pemberian NPWPD secara jabatan;

b. penghapusan NPWPD;

c. penyelesaian permnohonan keberatan Wajb Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(2) Pemeriksaan dalam  rangka ~ Penagihan  Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf e
dilakulkan untult memperoleh data, keterangan dan
bukti yang berkaitan dengan:

a. harta yang dimiliki Wajib Pajak/Penanggung Pajak;

b. proses timbulnya tunggakan pajak berdasarkan LHP,
KKP dan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaari;

c. kegiatan penagihan aktif vang dilakukan; dan

d. upaya hukum dar Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Pasal 104

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 103 dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan atau Pemeriksaan Kantor,

Paragraf 2
Standar Pemeriksaan

Pasal 105

(1) Pemeriksaan untuk ftujuan lain harns dilaksanakan
sesuai dengan standar Pemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang
merupakan capaisn minimum yang harus dicapai dalam
melaksanakan Pemeriksaan,

(3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar
pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil
Pemernksaan.

Pasal 106

Standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat
(3) adalah standar umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46,

Pasal 107

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 105 ayat (3) meliputi:

d. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan
persiapan yvang baik, sesuai dengan tujuan Pemenksasn,
dan mendapat pengawasan yang saksama,

b. lingkup Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria
dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain;

c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa yang terdiri
dari 1 (satu) orang supervisor, 1 (safu) orang ketua tim,
dan 1 {satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalam
keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai
anggota tim;
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d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Pemerintah
Daerah, tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak,
tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan/fatau tempat
lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa;

e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan

. pelaksangan Pemeriksaan didokumentasikan dalam
bentuk KKP.

Pasal 108

(1} EKKP sebagammana dimaksud dalam Pasal 107 huruf |
disusun oleh  Pemeriksa dan berfungsi sebagai:

a. bukti bahwa Pemeriksa telah melaksanakan
Pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan;
dan

b. dasar pembuatan LHP,

(2) KKP sebagaimana dimmaksud pada ayat (1) memberikan
gambaran mengenai:

a. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;

b. prosedur Pemeriksaan yvang dilaksanakan; dan

c. simpulan dan hal-hal lainyang dianggap perli yang
herkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 109

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaporkan dalam
bentuk LHP yang disusun sesuail standar pelaporan hasil
Pemeriksaan, yaitu:

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat
ruang lingkup atau pos-pos yang dipenksa sesuail
dengan tujuan Pemenksaan, memuat simpulan
Pemeriksa dan memuat juga pengungkapan informasi
lain yang terkait;

b. LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat:

1. penugasan pemeriksaan;

2. identitas wajib pajalk;

3. dasar [fujuan) pemeriksaan;

4. Dokumen yang dipinjam;

5. media penyimpanan hasil salinan data elektronik
waijib pajak;

materi yang diperiksa;

uraian hasil pemeriksaan; dan

simpulan dan usul Pemenksa.

Paragraf 3 |
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

e

Pasal 110

Dalam melakulkan Pemeriksaan untuk tujuan lamn, Pemeriksa

wajib;

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan kepada Wﬂj.‘ah Pajak dalam hal Pemeriksaan
dilakuksan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor;

b, memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2
kepada Wajib Pajak pada saat melakukan Pemeriksaan;
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¢. memperlihatkan SP2 perubahaan kepada Wajib Pajak
apabila susunan keanggotaan {im Pemeriksa mengalami

perubahan;

d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada
Wajib Pajak vang diperiksa;

¢, menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib
Pajak;

f. mengembalikan Dokumen yang dipinjam dari Wajib
Pajak; dan/atau

g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak
segala sesuatu yang diketahuwi atau dibentahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 111

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk mman lain
dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa

berwenang:
a. memeriksa dan/atau  meminjam — Dokumen
dengan tujuan Pemeriksaan;

B. mengakses dan/atau mengunduh data yang
dikelola secara elektronik;

c. memasuki dan memeriksa tempat atal ruang,
barang bergerak danjfatau tdak bergerak yang
diduga atau patut diduga digunakan untuk
menyimpan Dokumen dan/atau barang yang
berkaitan dengan tujuan Pemenksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dar
Wajib Pajak; dan/atau

e. meminta  kelerangan dan/atau data vyang
diperlukan damn Pihak Kehga yang mempunyal
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa
raelalui Pejabat,

(2} Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:
a. memeriksa dan/atau meminjam Dokumen yang

berhubungan dengan perighasilant yang diperoleh,
kegiatan usaha, atau objek yang terutang Pajalk;

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dan
Wajib Pajak; dan/atau

¢. meminta kelerangan dan/atau data yang
diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa
melalui Pejabat.

Paragral 4
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 112

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib

Pajak berhak:

a. meminta kepada Pemeriksa wuntuk memperlihatkan
tanda pengenal Pemenksa dan SP2 kepada Wapb Pajak
pada waktu Pemeriksaan;

b, meminta kepada Pemerksa untuk memberikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal
Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan
Lapangan;
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e,

(1)

(2)

(1)

(£)

(3)

merminta kepada Pemenksa untuk memberikan
penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
meminta kepada Perneriksa untuk memperlihatkan SP2
perubahan apabila terdapat perubahan susunan Tim
Pemeriksa; dan/atau

memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan
Pemeriksasan oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner
Pemeriksaan.

Pasal 113

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain

dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:

a. memperlihatkan dan meminjamkan Dekumen vang
berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;

b. membern kesempatan untuk merigakses dan/atau
mengunduh Data Elektronik;

c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruang penvimpanan Dokumen dan/atau barang
yang berkaitan  dengan tujuan Pemenksaan seria
meminjamkannya kepada Pemeriksa; dan/atan

d. memberikan keterangan lisan dan/fatau tertulis
serta memberikan data danj/atau keterangan lain
yvang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujusn lain

dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajalk wajib:

a. memperlihatkan dan meminjamkan Dokumen yang
berhubungan  dengan  tujuan  Pemenksaan;
dan/atau

b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis
serta memberikan data dan/atau keterangan lain
yang diperiukan.

Paragraf 5
Jangka Wakiu Pemeriksaan

Pasal 114

Pemerikzsaan untuk fujuan lain dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 4 [empat] bulan kalender yang dihitung
sejakk tangegal Sural Pemberitahuan Pemeriksaan
lLapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil,
kuasa, pegawai, atau anggola keluarga vang telah
dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal LHP.
Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan  jenis
Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat beias) han kerja yang dihitung
sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak,
datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor sampai dengan tangegal dalam LHP,
Dalam hal jangka waktu Perneriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir,
Pemeriksaan harus diselesaikan.

Paragraf 6
SP2 dan Surat Perubahan Tim Pemenksa
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Pasal 115

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lamn dilakukan oleh
Pemeriksa yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa
berdasarkan SP2.

(2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu
bagian Tahun Pgjak atau Tahun Pajek yang sama atau
untitk satu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
terhadap satu Wajib Pajak.

(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa diubah, Pejabat harus
menerbitkan perubahan SP2,

Paragraf 7

Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan, dan Pertemuan
dengan Wainb Pajak

Pagal 116

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan
dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemenksa wajib
memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai
dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan
menvampaikan Surat Pembertahuan Pemeriksaan
Lapangan.

(2) Dalam hal Pemenksaan untuk tuuan lain dilakulkan
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa wajib
memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai
dilakukannvya Pemeriksaan Kantor dengan
menyampaikan Surat Panggilan Dalam  Rangka
Pemeriksaan Kantor.

(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat
Panggilan Dalam Rangka Pemerkssan  Kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk
Masa Pajak, hagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
sebagaimana tercantum dalam SP2,

Pasal 117

(1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dapat
disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada
sagt  dimulainya Pemeriksaan  Lapangan  atau
disampaikan melalui pos, atau jasa penginiman lainnya
dengan bukti pengiriman.

(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak
berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan dapat disampaikan kepada;

a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b. pihak yang dapat mewakili Wajb Pajak, yaitu:

1. pegawal dann Wajlb Pajak yang menurut
Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam
hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib
Pajak Badan,; atau

2. anggota keluarga yang telah dewasa dari
Wajib Pajak vang menurnut Pemenksa dapat
mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemenksaan
dilakukan terhadap Waijib Pajak orang pribadi.
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3. pihak selain sebagaimana dimaksud angka 1
dan angka 2 yang dapatl mewakili Waph Pajale.

(3) Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau pihak
vang dapat mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Sural Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos, atau
jasa pengiriman lainnya dengan bulti pengiriman dan
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diangzap
telah disampaikan dan Pemeriksaan Lapangan telah
dimulat.

(4) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dapat
disampaikan melalul pos atau jasa pengiriman lainnya
dengan bukti pengiriman.

Paragraf 8
Peminjaman Dokumen

Pasal 118

(1) Dokumen yang dipinjam harus disesuaikan dengan
tujuan dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103.

(2) Pemimjaman Dokumen dilaksanakan sesual dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Paragrafl 9
Penolakan Pemeriksaan

Pasal 119

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak vyang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk
tujuan lain menyatakan menolak untuk dilakukan
Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat
Pemberitahuan Pemenksaan Lapangan Wajib Pajak,
wakil, atau |kuasa dari Wajib Pajak Tharus
menandatangani surat penolakan Pemenksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, walkil, atau kuasa dari Wajib
Pajak menolak menandatangani surat penolakan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Pemeriksa  membuat berita  acara penolakan
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa,

Pasal 120

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk tujuan
lain memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak uritule
dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, waladl, atau kuasa
dari Waijib Pajak harus menandatangani surat
pernyataan penolakan Pemenksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak menolak  menandatangani surat pernyataan
penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa,
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Pasal 121

(1) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan
alau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120, Wajib Pajak
diberi NPWPD secara jabatan dalam hal Pemeriksaan
untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka pemberian
NPWPD.

(2) Berdasarkan surat pernyataan penclakan Pemernlksaan
atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120, permohonan
Wajb Pajak tidak dikabulkan dalam hal Pemenksaan
untuk tujuan lain dilakukan dalam rangks penghapusan

NPWED.
Paragraf 10
Penjelasan Wajib Pajak dan Permintaan Keterangan kepada
Pihak Ketiga
Pasal 122

(1) Dalamn pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain,
melalui Pejabat, Pemeriksa juga dapat memanggil Wajib
Pajak untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci
atay meminta keterangan dan/atau bukti vyang
berkaitan dengan Pemenksaan kepada pihak ketiga.

(2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajakatau kepada
pihak ketiga sﬂhagaimﬂna dimaksud pada ayat (1) harus
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

Bagian Kelima
Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan Dan Pengembalian
Dolciimen

Pasal 123

(1} Dalam rangka meningkatkan kualitasdan akuntabilitas
Pemeriksaan, Pemeriksa  wajib  menyampaikan
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yvang diperiksa.

(2) Dalam hal Pemeriksaan vyang dilakukan merupakan
Pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban
Pajak. penyampaian Kuesioner Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
saat pertemuan dengan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62.

(3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan
Pemeriksaan untuk tujuan lain pe nyampaian Kuesioner
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan pada saal  penyampalan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pada saat
Wajib Pajak datang memenuhil Surat Panggilan Dalam
Rangka Pemeriksaan Kantor,

Pasal 124

Dolkumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib
Pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan
pengembalian Dokumen paling lambat 7 (tujuh] han kera
sgjak tanggal LHP.
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Bagian Keenam
Ketentuan Lain terkail Pemeriksaan

Pasal 125

Pemeriksa tidak dapat dikenai sanksi dalam hal Pemeriksaan
vang dilakukan telah sesuai dengan standar Pemeriksaan,
serta dilaksanakan berdasarkan iktikad baik dan sesuai
dengan  ketenfuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah,

BAB IX
PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Pejabat dan Jurusita

Pasal 126

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati
berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan
Penagihan,

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita; dan
b. menerhitkan:

1. Surat Teguran;
2. surat pernntah Penagihan Seketika dan

Sekaligus;

Surat Paksa;

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

surat pengusulan Pencegahan;

surat perintah Penyanderaan;

sural pencabutan sita;

pengumuman Lelang;

. sural penentiian harga limit;

10. pembatalan Lelang; dan

1. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan

Penagihan Pajalk.

(3) Dalam rangka penerbitan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pejabat dapat
mendelegasikan kewenanpan tersebut sesusi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jurusgita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
bertugas:

a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika
dan Sekaligus;

b. memberitahukan Surat Paksa;

c. melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung
Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan; dan

d. melaksanakan Penyanderazan berdasarkan surat
perintah Penyanderaan.

=ORNG AW

ot

Pasal 127

(1) Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat
(2) huruf a merupakan pejabat fungsional pengawas
keuangan negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang
memiliki tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk
melakukan Penagihan di bidang Pajak.
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(2) Persyaratan untuk Jurusita sebagammana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai jabatan fungsional di
bidang keuangan negara.

(3) Dalam hal pejabat fungsional pengawas keuangan
negara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum ada atau jumlahnya
belum mencukupi, Pejabat dapat mengangkat Jurusita
dari pegawai negeri sipil di lingkungan kantor Pejabat
vang memiliki kemampuan dan diben tugas, wewenang,
tanggung jawab untuk melaksanakan Penagihan,

(4) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat
menjadi Jurusita sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit meliputi:

a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah
Umum atau yang sederajat;
b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur

Muda/Golongan II/a;

sehat jasmani dan rohani;

mengikuti pendidilkan atau pelatihan Jurusita;

memiliki kemampuan melakukan Penagihan; dan

telah mengiluti dan lalus sertifikasi di bidang

Penagihan sesuail dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(5) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayvat (4) huruf
e ditentukan berdasarkan penilaian Pejabal.

(6) Pemenuhan sertifikasi di bidang Penagihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf f dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

o Bt

Pasal 128

sebelum memangku jabatannya, Jurusita sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dan ayat (3), diambil
sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh
Pejabat sesuail peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Jurusite sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 128
diberhentikan apabila;
meninggal dunia;
peEnsiumn;
alih tugas atau kepentingan dinas lainnya,;
lalai atau tidak calcap dalam menjalankan tugas;
melakukan perbuatan tercela;
melangear sumpah atau janji Jurusita; atau
tidak cakap jasmani dan/atau rohani.
Bagian Kedua
Penangpung Pajak

oA op

Pasal 130

Penagihan Pajak dilakukan terhadap:
g, Penangeung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi; atau
b. Penanggung Pajak atas Wajih Pajak Badan.

Pasal 131

Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib
Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130
huruf a dilakukan terhadap:
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orang pribadi bersangkutan yang bertangsung jawab

atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

istri/suami dari Wajib Pajak orang pribadi bersanghkutan
yang hertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan

Biaya Penagihan Pajak dalam hal tidak terdapat

perjanjian pemisahan harta suami istri.

seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak

yvang mengurus harta peninggalan dari Wajib Pajak yang

telah meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi
yang bertanggungjawab atas Utang Pajak dan Biava

Penagihan Pajak sebesar:

1.  jumlah harta warigan yang belum terbagi dalam
hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sama
atau lebih besar dari pada harta warisan vyang
belum terbagi; atau

2.  seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak
dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak
lebih kecil dari pada harta warisan yang belum
terbagi;

para ahli waris dari Wajib Pajak yang telah meninggal

dunia dan harta warisan telah dibagi yang bertanggung

jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak
sebesar:

1. porsi harta wansan yang diterima oleh masing-
masing ahli wans, dalam hal Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak sama atau letmh besar dan pada
harta warisan vang telah dibagi; atau

2. seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak
dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak
lebih kecil dari pada bharta warisan yang telah
terbagi;

wali bagi anak yang belum dewasa yang bertangsung

jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak

sebesar:
1. jumlah harta anak yang belum dewasa yang
berada dalam perwaliannya dalam hal Utang Pajak
dan Biaya Penagihan Pajak sama atau lebih besar
darn1 pada jumlah harta anak vang belum dewasa
vang berada dalam perwaliannya; atau
2. seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajalk,
dalam hal: o
a) Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih
kecil darnpada jumlah harta anak yang belum
dewasa yang berada dalam perwaliannva; atau

b) Pejabat dapat membuktikan bahwa wali yang
bersanglkutan mendapat manfaat dan
pelaksanaan kepengurusan harta anak vang
belum  dewasa  yang  berada  dalam
perwaliannya;

pengampu bag orang yang berada dalam pengampuan

yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya

Penagihan Pajak sebesar:

1. jumlah  harta orang yang Dberada dalam
pengampuannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak sama atau lebih besar dar pada
jumlah  harts orang vang  berada dalam
pengampuannya; atau

2. seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagthan Pajak,
dalam hal:
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a) Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih
kecil daripada jumlah harta orang yang berada
dalam pengampuannya; atau

b) Pejabat dapat membuktikan bahwa pengampu
vang bersangkutan mendapat manfaat dari

pelaksanaan kepengurusan harta orang vang
berada dalam pengampuannya.

Pasal 132

(1} Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajale atas Wajib
Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130
huruf b dilakukan terhadap:

a. Waiib Pajak Badan bersangkutan yang
bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan
Biaya Penagihan Pajak; dan

b. pengaras darn Wajib Pajak Badan vang bertanggung
jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

(2) Penagihan Pajak terhadap pengurus sebageimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:

a. untuk perseroan terbatas:

1. direksi yvang meliputi;
a) direktur utama, presiden direktur atau
jabatan yang setingkat;
b) wakil direktur utama atau jabatan vyang
sefingkat; dan/atau
c)] direktur yang mempunyai wewenang dalam
menentukan  kebijaksanaan  dan/atau
mengambil keputusan di bidang keuangan,
bertanggung jawab secara pribadi dan/atau
secara renteng atas selurub Utang Pajak
dan Biaya Penagihan Pajak;
2, dewan komisaris yang meliputi:
a) komisaris utamsa atau presiden komisaris
atau jabatan yang setingkat;
b) wakil komiisaris utama atau jabatan yang
setingkat; dan/atan
c¢) komisaris lainnya, bertanggung jawab
secara prbadi dan/atau secara renteng
atas seluruh Utang Pajak dan Biaya

Penagihan Pajak;

J. orang yang nyata-nyala mempunyal wewenang
dalammenentukan  kebijaksanaan  dan/atau
mengambil keputusan untuk menjalankan
kegiatan usaha pada perseroan  terbatas,
bertangeung jawab secara pribadi dan/atau
secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan
Biaya Penagihan Pajak;

4. pemegang saham dengan ketentuan sebagai
berikut:

a) untuk perseroan terbatas terbuka, meliputi:

1] pemegang saham mayoritas dan/atau
pemegang saham pengendali, yang atas
sahamnya tidak tercatat dan tidak
diperdagangkan di bursa efek;

2] pemegang saham lainnya  selain
pemegang gsaham sebagaimana
dimaksud pada angka 1), yang atas
sahamnya tidak tercatat dan tidak
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diperdagangkan di  bursa  efek;
dan /atau

3) pemegang saham mayoritas tdak
langsung dan/atau pemegang saham
pengendali tdak langsung;

b) untuk perseroan terbatas tertutup meliputi:

1) seluruh  pemegang  saham  dan
perseroan terbatas; dan/atau

2] pemegang saham mayoritas tdak
langsung dan/atau pemegang saham
pengendali tidak langsung, bertanggung
jawab atas Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak secara proporsional
berdasarkan porsi kepemilikan saham
terhadap Utang Pajak Wajib Pajak
Badan;

uniuk bentuk usaha tetap, melipuati:

1. kepala perwakilan, kepala cahang,
penanpgung jawab, atau jabatan yang
setinpgkat, bertangoung jawab secara pnbadi
dan/atau secara renfeng atas seluruh Utang
Pajak dan Biaya Penagilian Pajak;

2. perusahaan induk dan bentuk usaha tetap,
bertanggung jawab secara pnbadi dan/atau
secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan
Biaya Penagihan Pajak;

3. orang vang nyata-nyata mampunyai
wewenang dalam menentukan kebijaksanaan
dan/atau  mengambil |keputusan untuk
menjalankan kegiatan usaha pada bentuk
usaha tetap, bertanggung jawab secara pribadi
dan/atau secara renteng atas seluruh Utang
Pajak dan Biaya Penagilian Pajak; dan/atau

4. pemilik modal, bertanggung jawab atas Utang
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara
proporsional berdasarkan porsi kepemilikan
modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak
Badan;

untuk persekutuan komanditer, meliputi:

1. sekutu komplementer/selcutu aktif/sekutu
pengurus, bertangeung jawab secara pribadi
dan /atau secara renteng atas seluruh Utang
Pajak dan Biaya Penagihan Pajalkg

2. orang vyang nyala-nyata mempunyai
wewenang dalam menentukan kebijaksanaan
dan/atau mengambil keputusan untuk
menjalankan kegiatan usaha pada perselkutuan
komanditer, bertangzung jawab secara pribadi
dan/atau secara renteng atas seluruh Utang
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/atau

3. selkutu komanditer/sekutu pasif, bertanggung
jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan
Pajak secara proporsional berdasarkan porsi
kepemilikan modal terhadap Utang Pajak Wajib
Pajak Badan;

untuk persekutuan perdata dan  persekufuan

firma, meliputi:

1. para sekutu: dan/atau
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2. orang vang nyata-nyala Mempunysai
wewenang dalam menentukan kebijaksanadan
dan/atau mengambil keputusan untuk
menjalankan kegatan usaha pada persekutuan
perdata dan persekutuan firma, bertanggung
jawab secara prbadi dan/atau secara
renteng atas seluruh Utang Pajak dan Biaya

PenagihanPajak;
e. untuk koperasi, meliputi:
1. pengurus;

2, pengawas; dan/atau

3. orang yang nyata-nyata mempunyai
wewenang dalam menentukan kebijaksanaan
dan/atau mengambil keputusan untuk
menjalankan kegiatan usaha pada koperasi,
bertanggung jawab secara pribadi dan/atau
secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan
Biaya Penagihan Pajak;

f. untk yavasan, meliputi:

ketua atau jabatan yang setingkat:

sekretans;

bendahara;

pembina;

pengawas; dan/atau

orarg yang nyata-nyata mempunysai
wewenang dalam menentukan kebijaksanaan
danfatan  mengambil keputusan untuk
menjalankan kegiatan usaha pada vayasan,
bertanggung jawab secara pribadi dan/atau
secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan
Biaya Penagihan Pajak;

g. untuk kerja sama operasi, meliputi:

1. pejabat atau jabatan yang setingkat,
bertanggung jawab secara pnbadi dan/atau
secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan
Biaya Penagihan Pajak;

2. orang yang nyata-nyata mempunyai
wewenang dalam menentukan kebijaksanaan
dan/atau mengambil keputusan untuk
menjalankan kegiatan usaha pada kerja sama
operasi, bertanggung jawah secara pribadi
dan/atau secara renteng atas seluruh Utang
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan/atau

3. pemilik moedal, bertangpung jawab atas Utang
Pajak dan  Biaya Penagihan Pajak secara
propoersional berdasarkan porsi kepemilikan
modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak
Badan;

h. wuntuk Badan lainnya, meliputi:

l. pejabat atau Jjabatan vang  setingkat,
bertanggung jawab secara pribadi dan/atau
secara renteng atas seluruh Utang Pajak dan
Biaya Penagihan Pajak;

2., orang yang nyata-nyata mempunyal
wewenang dalam menentukan kebijaksanaan
danj/atau  mengambil keputusan untuk
menjalankan kegintan Badan, bertanggung
jawab secara pribadi dan/atau secara renteng

s St ¢
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atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan
Pajak; dan fatau

3. pemilik modal, bertanggung jawab atas Utang
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara
proporsional berdasarkan porsi kepemilikan
saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib
Pajak Badan;

i. untuk satuan kerja instansi pemerintah, meliputi:

1. kepala instansi pemerintah;

2. kuasa pengguna anggaran;

3. pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan; dan/atau

4. orang yang nyata-nyalta Mem punyar
wewenang dalam menentukan kebijaksanaan
dan/atau mengambil keputusan dalam satuan
kerja, bertangeung jawab secara  pribadi
dan/atau secara renteng atas seluruh Utang
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

(3) Dalam hal Wajib Pajak Badan memiliki cabang,
pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
termasuk kepala cabang yvang bertanggungjawab atas
seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dari
cabang yang bersangkutan.

(4) Termasuk  pengertian drang yang nyata-nyata
sebagaimana dimmaksud pada ayvat (2) huruf a sampai
dengan huruf i yakni:

a. orang yvang berwenang menandatangani
kontrak  dengan pihak  ketiga  dan/atau
menandatangani cek;

b. orang yang berwenang mengangkat, menggantikan,
atau memberhentikan anggota direksi, anggota
dewan komisaris, kepala perwalkilan, kepala cabang,
penangeung jawab, pengurus, pengawas, pimpinan,
atau jabatan setingkat; dan/atau

c. orang yvang berwenang ataun berkuasa uniuk
mempengarihi atau mengendalikan Wajib Pajak
Badan tanpa harus mendapat otlorisasi dan pihak
manapirn.

(5) Termasuk pengertian pemegang szham sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a vyakni pemilik
sehenarnya atas saham.

(6) Termasuk pengertian pemilik modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, hurof ¢, haruf g, dan
Hurufl h yakni pemilik sebenamya atas modal.

(7] Pelaksansan tindakan penagihan Pajak dilakukan
terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara
berurutan.

(8) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian
pengurus yang tercantum dalam akta, penagihan Pajak
dilakukan terlebih dahulu  terhadap pengurus vang
namanya tercantum dalam akia perubahan kemudian
terhadap pengurus yang namanya tercantum  dalam
akta sebelumnya.

(9) Untuk pengurus yang namanya tidak tercantum dalam
akta, urutan penagihan Pajak tetap mengikuti ketentuan
sebagaimansa dimaksud pada ayat (2).

(10) Urmatan Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan untuk
dilakukan tindakan penagihan Pajak sebagaimana
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dimaksud pada avat (7), ayat (8], dan ayat (9), udak
berlaku dalam hal:

a. Objek Sita tidalk dapat diternukan;

b. terjadi Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak

oleh pihak ketiga;
e. dilakukan tindakan Penagihan Seketika dan
Sekaligus;

d. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas
Utang Pajak akan kedaluwarsa dalam jangka wakiu
kurang dan 2 (dua) tahun;

e. berdasarkan data dan imnformasi terdapat indikasi
Penanggsung Pajak akan meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya atau berniat untulk itu;

f. terdapat tanda-tanda bahwa  Badan akan
dibubarkan, digabungkan, dimekarkan,
dipindahtangankan, atau dilekukan perubahan
bentuk lainnya;

g. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam
keadaan pailit;

H., terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak
altan menghentikan atau mengecilkan kegiatan
perusahaan atan pekerjaan vyang dilakukan di
Indonesia; atau

1. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat
dengan membuktikan bahwa kedudukannya tidak
dapat dibebam Utang Pajak dan Biaya Penagihan
Pajalc.

Pasal 133

(1) Penagihan Pajak dapat dilakukan terhadap Penangsung
Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 130 huruf b yang:

a. dinyatakan pailit;

b. dibubarkan, dilikuidasi, atau status badan
hukumnya beralkhir;

c. dilakukan penggabungan;

d. dilakukan peleburan; dan /atau
dilakukan pemisahan.

(2) Dalam hal harta kekayaan Wajib Pajak yvang dinyatakan
pailit tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak,
tindakan  penagihan  Pajak  dilakukan  kepada
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
132 ayat (1) huruf b.

(3) Setelah Wajib Pajak dibubarkan, dililkkuidasi, atau status
bhadan hukumnya berakhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, tindakan penagihan Pajak tetap dapat
dilakukan kepada Penanggung Pajak.

(4) Dalam hal Waijib Pajak melakukan penggabungan,
peleburan, atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ sampai dengan hurul e,
tindakan  penagihan Pajakk  dilakukan  kepada
Penanggung Pajak atas Wajib Pajak yang masih memilika
Utang Pajak sebelum dilakukan penggabungan,
peleburan, atau pemisahan, kecuali dapat meyakinkan
Pejabat dengan membuktikan bahwa kedudukannya
tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan
Pajak.
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Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Paragraf 1
Dasar Penagihan dan Tindakan Penagihan

Pasal 134

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Utang Pajak sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

(2) Utang Pajak wvyang tercantum dalam 8SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Kehberatan, dan Putusan
Banding atau dokumen lain yang dipersamakan
merupakan dasar Penagihan Pajak.

(3) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
avat (2] yvang belum jatuh tempo pembayaran atau
pelunasan, Pejabat dapat melakukan imbauan.

(4) Atas Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
Wajibh Pajak dapat mengajukan permohonan untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak
sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak
setelah lewat jatuh tempo pembayaran atau pelunasan,
Pejabat danfataun  Jurusita dapat  melakukan
serangkaian tindakan Penagihan Pajak.

Pasal 135

(1) Serangkaian tindakan Penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terdin atas:

a. penerbitan Surat Teguran;

b. penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan

Sekaligus;

penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa;

pelaksanaan Penyitaan;

penjualan Barang sitaan;

pengusulan Pencegahan; dan/atau

g. pelaksanaan Penyanderaan.

(2) Penjualan Barang sitaan sebagammana dimaksud pada
avat (1) huruf e dilakukan dengan:

a. pengumuman Lelang dan Lelang untuk Barang
sitman yang dilakukan penjualan secara Lelang;
dan/atau

b. penggunaarn, penjualan, dan/atau
pemindahbukuan Barang sitaan, untuk Barang
sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara
Lelang,

e oo

Pasal 136

(1) Pejabat menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu
5 (ima) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran
Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi
Utang Pajak.

(2) Apabila setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari kerja
terhitung sejale tanggzal Surat Teguran disampaikan,
Penangeung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Surat
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Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan oleh

Jurusita kepada Penanggung Pajak. -

(3) Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 [dua puluh
empat) jam sejak tangpal Surat Paksa dibentahukan,
Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
dan Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap Barang
milik Penangegung Pajak.

(4) Apabila setelah lewat wakiu 10 (sepuluh) han kerja sejak
tanggal pelaksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak
belum melunasi Utang Pajale dan Biaya Penagihan Pajalk,
Pejabat melakukan pengumuman Lelang atas Barang
sitaan yang akan dilakukan penjualan secara Lelang.

(5) Apabila setelah lewat waktu 10 [sepuluh) hari kerja sejak
tanggal pengumuman Lelang, Penanggung Pajak belum
melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak,
Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan Penanggung
Pajak melalui Kantor Lelang.

(6) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak
tanggal pelaksanaan Penvitaan sebdgaimans dimaksud
pada ayat (3) terhadap Barang sitaan yang penjualannya
dikecualikan dar penjualan seeara Lelang, Penanggung
Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan
Pajak, Pejabat segera menggunakan, menjual, dan/atau
memindahbukukan Barang sitaan.

(7) Dalam hal telah dilakukan upaya:

a. penjualan Barang sitaan secara Lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5); dan/atau

b. penggunaan, pernjualan, dan/atau
pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecualikan
dari penjaalan secara [lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), Pejabat dapat
mengusulkan Pencegahan.

(8) Pengusulan Pencegahan dapat dilakukan setelah tanggal
Surat  Paksa diberitahukan  tanpa didahului
penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
pelaksanzan Penyilaan, atau penjualan Barang sitaan,
dalam hal:

a. Objek Sita tidak dapat ditemukan;

b. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang
Pajalk akan kedaluwarsa dalam jangka wakin
kurang dan 2 (dua) tahun;

¢. berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi
Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya atau berniat untul itu;

d. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan
dibubarkan, digabungkan, dimekarkan,
dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan
bentuk lainnya; atau

e. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam
keadaan pailit,

(9) Dalam hal terhadap Penanggung Pajale telah dilakukan
Pencegahan, Penyanderaan dapat dilakukan terhadap
Penangeung Pajak dalam jangka waktu paling cepat 1
(satu) bulan kalender sebelum berakhimya jangka waktu
Pencegahan  atau  berakhirmya  jangka — waktu
perpanjangan Pencegahan,
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(10] Penvanderaan dapat dilakukan setelah lewat waktu 10
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Paksa
diberitahukan, dalam hal:

a. hak wuntuk melakukan penagihan Pajak atas
Utang Pajak akan kedaluwarsa dalam jangka waktu
kurang darn 2 (dua) tabung

b. terdapat tanda-tanda Dbahwa  Badan akan
dibubarkan, digabungkan, dimekarkan,
dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan
bentuk lainnya, atau

e. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam
keadaan pailit.

Paragraf 2
Penerbitan Surat Teguran

Pasal 137

(1) Penagihan  dilakukan dengan  terlebih  dahulu
menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
Pasal 135 ayat (1) huruf a oleh Pejabat.

(2) Surat Teguran sebagaimanra dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan batas wakiu pelunasan Utang Pajak oleh
Penangeung Pajak.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada avat (1)
tidak diterbitkan terhadap Wajb Pajak yang telah
disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran

Utang Pajak.
Paragraf 3
Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika
dan Sekaligus
Pasal 138

Jurusita melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus
berdasarkan surat penntah Penagithan Seketika dan
Sekalipus sebagaimana dimaksnd Pasal 135 ayat (1) huruf b
apabila: |

a, Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan buarang yang
dimiliki atau vang dikuasai dalam rangka menghentikan
atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan
yang dilakukannya di Indonesia;

¢. Terdapat tarda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan
membubarkan Badan usahanya, menggabungkan
usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
memindahtangankan perusahaan  yang dimiliki
atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk
laininya;

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. Terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh
pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 139

(1] Surat perintah  Penagihan  Seketika dan Sekaligus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dilerbitkan:
a. sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;

ﬂ' ”|‘.1ln|:1_|1| Mmyipn Cariffanrme


https://v3.camscanner.com/user/download

b. tanpa didahului Surat Teguran;

c. sebelum jangla waktu 15 (ima belas) han kerja sejak
Surat Teguran disampaikan; atau

d. sebelum penerbitan Surat Paksa.

(2] Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
MO ETIUEL!

a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan
Penanggung Pajak;

b. besamya Utang Pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan Pajak.

Paragraf 4
Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa

Pasal 140

(1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat
(1) huruf ¢ diawali dengan frasa DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan
hukum vang sama dengan putusan pengadilan vang
mempunyal kekuatan hulkkum tetap.

(2] Surat Paksa paling sedikit memuat:

a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
b. dasar penagihan Pajalg

c. hesarnya Utang Pajak; dan

d. pernntah untuk membayar.

Pasal 141

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita dengan
pernyataan dan penverahan salinan Surat Paksa kepada
Penanggung Pajak.

(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan dengan cara membacakan isi Surat Paksa
oleh Jurusita.

(3) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terhadap Penanggung Pajak atas
WajibPajak orang pribadi dilakukan kepada:

a. Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 130 ayat [1) huruf a; atan

b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama
Penangegung Pajak atau yang bekera di tempat
usaha Penanggung Pajak dalam hal Jurusita tidak
dapat menjumpai Penanggung Pajak.

(4) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terhadap Penanggung Pajak atas Wajib
Pajak Badan dilakukan kepada:

a. Penangsung Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 130 ayat (1) huruf b; atau

b. pegawai tetap yvang meliputi pegawail perusahaan
yvang  membidang keuangan, Pernbukuan,
perpajakan, personalia, hubungan masyarakat,
atau bagian umum dan bukan pegawai harian di
tempat kedudukan atau tempat usaha Badan vang
bersangleutan dalam hal Jurusita tidak dapat
menjumpai salah seorang Penanggung Pajak.
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(5) Pembentahuan Surat Psksa atas Wajnb Pajak vyang
dinyatakan pailit dilakukan kepada kurator, hakim
pengawas, atau balai harta peninggalan.

(6) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang
dinyatakan bubar ataun dalam likuidasi, dilakukan
kepada orang atau Badan yang dibebani untuk
melakukan pemberesan atau likaidator.

(7) Pemberitahuan Surat Paksa afas Wajib Pajak vang
menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus
untuk menjalankan hak dan kewajiban Pajak, dapat
dilakukan kepada penernima kuasa,

Pasal 142

(1) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
dalamm Pasal 141 ditwangkan dalam benta acara
pembeniahuan Surat Paksa yang ditandatangani oleh
Jurusita dan pihak yang menerima pemberitahuan Surat
Paksa.

(2) Bernta acara pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. han dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
b. mama Jurusita;

¢. nama yang menerima Surat Paksa; dan

d. tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Pasal 143

(1) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa kepada pihak
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 141 ayat (3) dan
ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa
disampaikan melalui aparat Pemerintah Daerah
setempat sekurang-kurangnya setingkat sekretans
kelurahan atau sekretaris desa. |

(2) Dalam hal Penanggsung Pajak tidak diketahui tempat
tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya,
penvampalan Sural Paksa dilaksanskan dengan
menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman di
kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan
melalui media massa, atau cara lain.

(3) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan mengumumkan melalui situs resmi
yang ditetapkan oleh Bupati .

(4) Dalam hal pihak yvang dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3)
dan ayat (4] menolak wuntitk menenma Surat Paksa,
Jurusita meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan
mencatatnya dalam berdta acara bahwa Penanggung
Pajak menolak unfuk menerima Surat Paksa, dan Surat
Paksa diangeap telah dibentahukan.

Pasal 144

Surat Paksa dapat diterbitkan tanpa didahulai Surat Teguran

dalam hal:

a. terhadap Penanggung Pajak telah diterbitkan surat
perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b; atau

b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan
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pengangsuran atau penundaan pembayaran Utang

Paragraf 5
Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan
Pelaksanaan Penyitaan

Pasal 145

(1) Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita
berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf
d.

(2) Surat Penntah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) paling sedikit memuat:

a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan
Penanggung Pajak;

b. nomor dan tanggal penerbitan Surat Paksa;

c. tanggal pemberitahuan Surat Paksa;

d. nama Jurusita; dan

e. perintah untuk melaksanakan Penyitaan.

Pasal 146

(1) Dalam pelaksanaan Penyitaan, Jurusila harus:

a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita;

b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan;

c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan
Penyitaan; dan

d. membuat berita acara pelaksanaan sita atas setiap
pelaksanaan Penyitaan.

(2) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d ditandatangani ocleh Jurusita,
Penanggung Pajak, dan paling sedikit 2 [dua) orang saksi
yvang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh
Jurusita, dan dapat dipercaya.

(3) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk
menandatangani berita acara pelalksanaan  sita
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jurusita:

a. mencantumkan alasan penolakan tersebut dalam
berita acara pelaksanaan sita; dan

b. menandatangani berila acara pelaksanaan sila
tersebut bersama saksi.

(4) Dalarm hal pelaksanaan Penyitaan tidak dihadin oleh
Penangeung Pajak atau Penanggung Pajak ndak
diketahui tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat
kedudukannya, berita acara  pelaksanaan  sita
ditandatangani oleh Jurusita dan saksi, dengan syarat
salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berasal dari aparat Pemerintah Daerah setempat
sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan atau
sekretaris desa.

(5) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud
pada avat (3) dan ayat (4) tetap sah serta mempunyai
kekuatan hukum yang mernigikat.

(6) Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan
kepada Penanggung Pajak dan dapat ditempelkan:

a. pada Barang bergerak dan/atau Barang tidak
bergerak yang disita;
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b. di tempal Barang bergerak dan/atau Barang
tidalk bergerak yang disita berada; atau
c. di temnpat umum.

(7) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang
vang kepemilikannya terdaftar, salinan berita acara
pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disampsaikan juga kepada instansi lempat kepemilikan
Barang dimaksud terdaftar.

(8) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang
bergerak dan/ataun Barang tidak bergerak vyang
kepemilikannya belum terdaftar, salinan berita acara
pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan juga kepada aparat Pemerintah Daerah
setempat dan pengadilan negeri setempat untuk
dinmumkan menurut cara yang lazim di tempat 1tu,

Pasal 147

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan dalam hal:

a. mnilai Barang sitaan yang tidak cukup untuk melunasi
Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; atan

b. hasil Lelang, penggunaan, penjualan, dan/atau
pemindahbuluan Barang sitaan yvang tidak cukup untuk
melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak,

Pasal 148

(1) Objek Sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat
(1) meliputi:

a. Barang milik Penanggung Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 130; atau

b. Barang milik istri atau suami dan anak yvang masih
dalam tangeungan dari Penanggung Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf a, kecual
terdapat perjanjian pemnisahan harta, yang berada
di tempat tnggal, tempal usaha, (empat
kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang
penguasaannya berada di tangan pihak lain atau
yang dijaminkan sebagal pelunasan utang
rertenta.

(2) Pemisahan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pemisahan harta yang tercantum dalam
perjanjian perkawinan yang telah dicatat oleh instansi
yvang berwenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan,

(3) Objek Sita sebagaimana dimaksud pada avat (1)
yang dilaloukan Penyitaan meliputi:

a. Barang bergerak; dan

b. Barang tidak bergerak.

(4} Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, dapat berupa:

a. uang funai termasuk mata uang asing dan uang
elektronik atan uang dalam bentuk lainnya;

b. logam mula, perhiasan emas, permata, dan
selenisnya;

c. harta kekayaan  Penanggung  Pajek  yang
tersimpan pada LIK sektor perbankan meliputi
deposito berjangka, tabungan, saldo rekening
koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu;
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d. surat berharga meliputi obligasi, saham, dan
sejenisnya yang tidak diperdagangkan di pasar
modal;
piutang;
penvertaan modal pada perusahaan lain;
kendaraan bermotor;
yacht; dan
1. pesawat terbang.
(5) Barang tidalk bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. kapal dengan 1si kotor paling sedikat 20 (dua puluh)

Brga T

meter kubik.
Pasal 149
(1) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan
Barang bergerak, kecuah dalam keadasn tertentu

dapat dilaksanakan langsung terhadap Barang tidak
bergerak.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup:

a. Jurusile tidak menjumpai Barang bergerak yang
dapat dijadikan Objek Sita; atau

b. Barang bergerak yang dijumpal tidak mempunyai
nilai atau harganya tidak memadai jika
dibandingkan dengan Utang Pajaknya.

(3) Urutan Barang Dbergerak dan/atau Barang tdak
bergerak wvang disita ditentukan oleh Jurasita dengan
memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak serta kemudahan penjualan atau

~ pencairannya.

(4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang sitaan
diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan
Biaya Penagihan Pajak,

(5) Dalam memperkirakan nilai Barang yang disita, Jurusita
dapat meminta bantuan penilaian kepada penilai pajak
alau penilai pemerintah,

Pasal 150

(1) Barang sitaan ditilipkan kepada Penanggung Pajak,
kecuali dalam hal menurut Jurusita, Barang sitaan periu
disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

(2) Dasar pertimbangan Jurusita untuk menentukan tempat
penitipan atau penyimpanan Barang sitaan, dapat
berupa:

a. rnisiko kehilangan, kecunan, atau kerusakan; dan
b. jenis, sifat, ukuran, atau jumlah Barang sitaan.
(3) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada avat (1),

meliputi:

a. LJK;

b. kantor pegadaian;

c. kantor pos;

d. kantor apparat Pemerintah Daerah setempal yang

menjadi saksi dalam pelaksanaan site dalam hal
Penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajalk;
. rumah penyimpanan benda sitaan negara; dan
f. tempat tertentu yang ditetapkan Bupati .
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Pasal 151

(1) Pencabutan sita dilaksanakan dalam Hal;

a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan
Biaya Penagihan Pajak vyang menjadi dasar
dilakukan Penyitaan sesuai dengan tanggung jawab
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 130;

b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan
putusan pengadilan pajak; atau

c. terdapat kondisi tertentu,

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:

a. Barang sitaan musnah karena terbakar, gagal
teknologi, benvana sosial dan/atau bencana alam;

b. Penanggung Pdjak menyerahkan Barang lain
yvang nilainya paling sedikit sama dengan Utang
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi
dasar dilakukan Penvitaan sesusl dengan tanggung
jawab Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 130;

c. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat
dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya
tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak;

d. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat
dengan membuktikan bahwa Barang sitaan tidak
dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan
Biaya Pensagihan Pajuk;

e. Barang sitaan digunakan untuk kepentingan
LHTILITR;

f.  hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang
Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah
kedaluwarsa penagihan;

g. Barang sitaan telah dilakukan penjualan secara
Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136
ayat (5) atau penggunaan, penjualan, dan/atau
pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecualikan
dari penjualan secara Lelang sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 136 ayat (6);

h. Barang sitaan telah dilakukan penjualan secara
Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136
ayat (5) atau penjualan Barang sitaan vyang
dikecualikan dari penjualan secara Lelang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (6)
tetapi tidak terjual dan Pejabat mendapatkan
Barang lain yang mnilainya paling sedikit sama
dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak
vang menjadi dasar dilakukan Penyitaan sesuai
dengan tanggung jawab Penanggung Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130; dan /atau

i. Wajib Pajak telahmmendapatkan keputusan
persefujuan pengangsuran pembayaran  Pajak
atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan
Penyitaan.

(3) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dan huruf h merupakan:

a. milik Penangeung Pajak, termasuk milik istri/suami
dan anak vyang masih dalam tanggungan
Penangegung Pajak kecuall terdapat perjanjian
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pemisahan harta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 148 avat (2);

b. tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang
tertentu; dan

¢. Barang yang setara atau lebih mudah dijual atan
dicairkan dari Barang yang telah disita.

(4) Terhadap pelaksanaan pencabutan sita sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf h, Pejabat
melakukan Penyilaan terlebih dabulu atas Barang yang
diserahkan atau didapatkan.

(5) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita vang
diterbitkan oleh Pejabat dan disampaikan oleh Jurusita
kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait,

Paragrafl 6
Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Penanggung Pajak
yang Disimpan pada Lembaga Jasa Keuangan

Pasal 152

Jurusita melaksanak an Penyitaan terhadap harta kekayaan
Penanggung Pajak vang disimpan pada 1JK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 148 ayat (4) hurul ¢, dengan terlebih
dahulo melakukan permintaan Pemblolaran.

Pasal 153

(1) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 152, disampaikan oleh Pejabat kepada:

a. kantor pusat atau divisi pada LJK, bagi Penanggung
Pajak yang belum diketahui nomor rekening
kenangannya; dan/atau

b. unit vertikal LJK yang mengelola rekening keuangan
Penanggung Pajak yang bersangkutan, bagi
Penanggung Pajak yang  telah  diketalhw
nomor rekening keuangannya,

(2) Permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dilampiri dengan:
a. salinan Surat Paksa atau daftar Surat Paksa; dan
b. salinan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.,

(3) Pejabat melakulean permintaan Pemblokiran
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sebesar jumlah
Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sebagaimana
tercantum dalam Surat Paksa atau daftar Surat Paksa.

(4) Dalarn  hal terdapat perbedaan mengenai 1dentitas
Penanggung Pajak yang terdapat pada data LJK dengan
permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), infermasi identitas yang digunakan berdasarkan
dokumen:

a. kartu tanda penduduk;

b. akta pendirian Badan atau dokumen lain yang
dipersamalkan;

c. NPWPD; dan/atau

d. paspor atau dokumen yang menunjukkan identitas
dirt untuk warga negara asing.

Pasal 154

(1) Berdasarkan permintaan Pemblokiran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 153, LJK wajib melakukan
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Pemblokiran sebesar jumlah Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajalk yang
tercantum dalam surat permintaan Pemblokiran.

(2} Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan secara seketika setelah permintaan
Pemblokiran diterima oleh LJEK.

(3) Sejak saat diterimanya permintaan Pemblokiran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, LIK tidak
diizinkan melakukan pemindahbukuan dan/atau
penarikan atas saldo dalam rekening keuangan
Penanggung Pajak yang telah diblolar,

Pasal 155

(1) Berdasarkan pelaksanaan Pemblekiran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 154, pithak LJK membuat berita
acara Pemblokiran atau dolumen yang dipersamakan,

(2) Berita acara Pemblokiran atau dokumen vyang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit memual:

a. mnomor dan tanggal permintaan Pemblokiran;

b.  Thari, tangeal, dan waktu diterima permintaan
Pemblokiran oleh LJK;

¢. hari, tanggal, dan wakiu dilaksanakan Pemblokiran
oleh LJK;

d. nama, nomer identitas, dan alamat Penanggung
Pajak; dan

e. mnomor rekening keuangan Penanggung Pajak
yang telah dilakukan Pemblokiran oleh [LJK.

(3) Berita ‘acara Pemblokiran atau dokumen vyang
dipersamakan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Pejabat dan Penanggung Pajak
segera setelah dilaksanakan Pemblokiran.

Pagal 156

(1) Setelah menerima berita acara Pemblokiran, Pegjabat
memerintahkan Penanggung Pajak untuk membernkan
kuasa kepada LJK untuk memberitahukan saldo harta
kekayaan yang tersimpan pada LJK tersebut kepada
Jurusita dengan menggunakan surat perintah
memberikan kuasa kepada LJIK untuk memberitahulkan
saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan
pada LJK.

(2) Dalam hal Penanggung Pajak bersedia memberitahukan
galdo harta kekayaan vyang tersimpan pada LIJK,
Penanggung Pajak memberikan kuasa kepada pimpinan
LJK atau pejabat LJK yvang ditunjuk dengan membuat
surat kuasa memberitahukan saldo harta kekayvaan yang
tersimpan pada LJK dan menyampaikan surat kuasa
beserta salinannya kepada Jurusita.

(3) Pimpinan LJK atau pejabat LIK wvang ditunjuk
memberitahukan salde harta kekayaan Penanggung
Pajak yang tersimpan pada LJK secara tertulis kepada
Jurusita berdasarkan surat kuasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak memberikan
kuasa kepada pimpman LJK atau pejabat LJK yang
ditunjuk untule  membertahukan saldo harta
kekayaannya yang tersimpan pada LJK, Jumsita
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(3]

membuat berita acara penolakan pemberian kuasa oleh

Penanggung Pajak kepada LJK untuk memberitahukan

saldo harta kekayaan yang tersimpan pada LJK kepada

Jurusita,

Dalam hal Penangeung Pajak:

a. tidak memberikan jawaban atas perintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 5 (lima) hari kerja sejak disampaikannya
surat perintah tersebut; atau

b. ndak dapat ditemukan, Jurusita membuat berita
acara tidak diperoleh kuasa Penanggung Pajak
kepada bank untuk memberitahukan saldo harta
kekayaan yang tersimpan pada bank.

(6) Dalam hal Penanggung Pajak:

(1)

a. menolak memberikan kuasa kepada pimpinan LJK
atau pejabat LJK wyang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (4);

b. tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a; atau

e. tdak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud pada
avat (5) huruf b, Pejabat melakukan Permintaan
informasi saldo rekening terblokir kepada LIJK
sesual dengan mekanisme yang berlaku.

Pasal 157

Pencabutan blokir sebelum dilaksanakan Penyitaan,

dilakukan dalam hal:

a. Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak  yang  menjadi  dasar
dilakukan Pemblokiran dengan menggunakan harta
kekayaan Penangmung Pajak yang telah diblokar
sesual dengan tanggung jawab Penanggung Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130;

b. Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan
Pemblokiran sesuai dengan tanggung jawab
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 130;

c. Penanggung Pajak menyerahkan Baranz lain
yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi
dasar dilakukan Pemblokiran sesual dengan
tanggung jawab Penanggung Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 130;

d. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat
dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya
tidak dapat dibebam Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak;

e. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat
dengan membuktikan bahwa harta kekayaan
yang diblokir tidak dapat digunakan untuk
melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

f. terdapat putusan pengadilan pajak;

g. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang
Pajak yvang menjadi dasar dilakukan Pemblokiran
telah kedaluwarsa penagihan;

h., Wajib Pajak telah mendapalkan keputusan
persetujuan pengangsuran pembayaran Pajak
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atas Utang Pajak yang menjadi dasar
dilakukan Pemblokiran; dan/atau

i. telah dilakukan Pemblokiran vyang melebihi
jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak
yang menjadl dasar dilakukan Pemblokiran sesuai
dengan tanggung jawab Penangegung Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130.

(2) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
merupakan:

a. milik Penanggung Pajak, termasuk  milik
istrifsuami, dan anak yang masih dalam
tanggungan Penanggung Pajak kecuali terdapat
perjanjian pemisahan harta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 148 ayat (2);

b. tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang
tertentu; dan

¢. Barang yang mudah dijual atau dicairkan.

(3) Terhadap pelaksanaan pencabutan blokir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) buruf ¢, Pejabat melakukan
Penyitaan terlebih dahulu atas Barang yang diserahkan.

(4) Atas Pemblokiran yang dilakukan melebihi jumlah Utang
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar
dilakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf i, pencabutan blokir dilakukan terhadap
nilal yang melebihi jumiah Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak. |

Pasal 158

(1) Pembayaran Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak
dengan menggunakan harta kekayaan Penanggung Pajak
yvang telah diblokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
157 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengajukan
permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak kepada
Pejabat.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan melampirkan:

a. cetakan surat setoran, kode biling atau dokumen
vang dipersamakan untuk pembayvaran Utang
Pajak;

b. cetakan surat setoran, kode billing atau dokumen
yang dipersamakan untuk pembayaran Biaya
Penagihan Pajak; dan

c. surat permintaan pemindahbukuan  sebagai
pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak
dengan menggunakan harta kekayaan yang telah
diblolkar kepada LJK.

Pasal 159

(1) Berdasarkan permohonan penggunaan harta kekayaan
yang diblokir untuk membayar Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajale, Pejabat menyampaikan
permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan
harta kekayaan Penanggung Pajak kepada LJK dengan
tembusan kepada Penanggung Pajak yang dilampin
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158,

(2) Berdasarkan permintaan pencabutan blokir dan
pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK secara
seketika melakukan:
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pencabutan blokir; dan
pemindahbukuan sebesar Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak yang tertera pada Surat Paksa

atau daftar Surat Paksa yvang disampaikan pada
saat melakukan Pemblokiran.

Pasal 160

Pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157
ayat (1] huruf b sampai dengan huruf i dilakukan
berdasarkan permintaan pencabutan blokir yang diajukan
oleh Pejabat kepada LJK dengan tembusan kepada
Penanggung Pajak

op

Pasal 161

(1) Dalam hal jumlah saldo harta kekayaan Penanggung
Pajak yang tersimpan pada LJK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 154 diketahui dan Penanggung Pajak tidak
melunasi Utang Pajak dan  Biaya Penagihan Pajak,
Jurusita melaksanakan Penyitaan.

(2) Penyitaan terhadap saldo harta kekayaan Penanggung
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sampai dengan jumlah yang mencukupi untuk melunasi
Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sesuai dengan
tanggung jawab Penanggung Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 130.

(3) Atas Penyitaan terhadap saldo harta kekayaan
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Jurusita:

a. membuat berita acara pelaksanaan sita  yang
ditandatangani oleh:
1. Jurusita;

2. Penanggung Pajak;
3. saksi-saksi; dan
4. pihak LJK;
b. menyampaikan salinan bernta acara pelaksanaan
sita kepada:
1. Penanggung Pajak; dan
2. pihak LJK.

Pasal 162

(1) Setelah dilaksanakannya Penyitaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) tetapi belum
dilakukan pemindahbukuan, pencabutan sita dilakukan
dalam hal:

a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan
Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar
dilaltukan Penyitaan sesual dengan tangeung jawab
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 130;

b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan
putusan pengadilan pajal; atau

c. terdapat kondisi tertentu yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada avat (1)
hurul e meliputi:

a. Penanggung Pajak membayar Utang Pajsk dan
Biaya Penagihan Pajak vyang menjadi dasar
dilakukan Penyitaan dengan menggunakan harta
kekayaan yang telah digita sesuai dengan tangsung
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jawab Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 130;

b. Barang sitaan musnah karena gagal teknologi;

c. Penanggung Pajak menyerahkan Barang lain
vang nilainya paling sedikit sama dengan Utang
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi
dasar dilakukan Penyitaan sesual dengan
tangeungjawab Penangsung Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 130;

d. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat
dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya
tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak;

e. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat
dengan membuktikan bahwa Barang sitaan tidak
dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan
Biaya Penagihan Pajak;

f. Barang sitaan digunakan untuk kepentingan
urmum;

g, hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang
Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah
kedaluwarsa penagihan; dan/atau

h. Wajib Pajak telah mendapatkan keputusan
persefujuan pengangsuran pembayaran Pajak
atas Utang Pajak yvang menjadi dasar dilakukan
Penyitaan. |

(3) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
merupakan;

a. milik Penanggung Pajak, termasuk milikk istri
atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan
Penangoung Pajak kecuali terdapat perjanjian
pemisahan harta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 133 ayat (2);

b. tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang
tertentu; dan

c. Barang yang mudah dijual atan dicairkan.

(4) Terhadap pelaksanaan pencabutan sita atas kondisi
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,
Pejabat melakukan Penyitaan terlebith dahulu atas
Barang yang diserahkan.

Pasal 163

(1} Pembayaran Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak
dengan menggunakan harta kekayaan Penanggung Pajak
yang telah disita sesuai dengan langgung jawab
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
162 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengajukan
permohonan kepada Pejabat.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disampaikan dengan melampirkan:

a. cetakan surat setoran, kode billing atau dokumen
yang dipersamakan wuntuk pembayaran Utang
Pajak; dan

b. cetakan surat setoran, kode billing atau dokumen
yang dipersamakan untuk pembayaran Biaya
Penaghan Pajak.
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Pasal 164

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 163 ayat (1), Pejabat menyampaikan permintaan
pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekavaan
Penangeung Pajak kepada LJK dengan tembusan kepada
Penangpung Pajak, vang dilampiri  dengan dokumen
sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 163.

(2) Berdasarkan permintaan pencabutan blokir dan
pemindahbulkuan harta kekayvaan Penangeung Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK secara
seketika melakukan:

a. pencabutan blokir; dan
b. melakukan pemindahbulkuan sebesar jumilah
yvang diminta oleh Pejabal.

(3) Permintaan pencabutan hlokir dan pemindahbukuan
harta kelkayaan Penanggung Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus dengan
penyampaian surat pencabutan sita oleh Pejabat kepada
Penangeung Pajak dengan tembusan kepada LJK.

Pasal 165

Pelaksanaan pencabutan sita sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2)

hurufl a sampai dengan hurul h dilakukan oleh Pejabat

dengan menyampaikan:

A. permintaan pencabutan blokir kepada LIK dengan
tembusan kepada Penangpung Pajalk; dan

b. surat pencabutan sita kepada Penanggung Pajak dengan
tembusan kepada LJK.

Paragraf 7
Penyliaan Surat Berharga yang Tidak Diperdagangkan
di Pasar Modal, Piutang, dan Penyertaan Modal

Pasal 166

(1} Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap:

a. sural berharga yang meliputi obligasi, saham,
dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di pasar
modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayal
(4) huruf d;

b. piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141
ayat (4) huruf e; dan

c. penyertaan modal pada perusahaan  lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (4)
huraf |, dengan melakukan mventarisasi dan
membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan/atau
nilai nominal atau nilai perkiraan Barang sitaan
dalam suatu daftar yang merupakan lampiran
berita acara pelaksanaan sita.

(2) Setelah melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Jurusita membuat:

a. berita acara pengalihan hak surat berharga atas
nama dari Penanggung Pajak kepada Pejabat dalam
hal Barang sitaan merupakan surat berharga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
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b. benta acars persetujuan  pengalihan  hak
menagih piutang darnn Penanggung Pajak kepada
Pejabat dalam hal Barang sitaan merupakan
piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
b; atau

c. akta persetujuan pengalihan hak penyertaan modal
pada perusahaan lain dar Penanggung Pajak
kepada Pejabat dalam hal Barang  sitaan
merupakan penyertaan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢.

Pasal 167

(1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166
ayat (2) huruf a dan huarf b paling sedikit memuat:

a. harn dan tangeal berita acarg;

b. nomor dan tanggal Surat Periniah Melaksanakan
Penyitaan;

c. nomor dan tangzal herita acara pelaksanaan sita;

d. nama dan nomor identitas Penangegung Pajak; dan

e. Jenis dan nilai Barang sitaan.

(2) Akta persetujuan pengalihan hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf c paling sedikit
memuat:

a. han dan tangpal akta;

b. nama dan nomor identitas Penanggung Pajak;

c. nomor akta pendirian atau akta perubahan
anggaran dasar perusahaan ftempat penyertaan
modal; dan

d. nilai dan nama perusahaan tempat penyertaan

| modal.

(3) Berita acara atau akta persetujuan pengalihan hak
ditandatangani oleh Jurusila, Penanggung Pajak, dan
paling sedikit 2 (dua) orang saksi vang telah dewasa,
penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita, dan dapat
dipercaya.

(4) Dalam hal Penanggung Pajak menoclak untuok
menandatangani berita acara atau akta persetujuan
pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggal, termmpat
usaha, atau tempat kedudukannya, atau Penanggung
Pajak patut diduga melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan, Penyitaan tetap dapat dilaksanakan dan
Jurusita membuat berita acara pelaksanaan sita,

(5) Dalam hal Penanggung Pajak menolalk untuk
menandatangani berita acara atau akta persetujuan
pengalihan hak, Jurusita:

a. mencantumkan alasan penolakan; dan

b, menandatangani berita acara atau akta persefujuan

~ pengalihan hak tersebut bersama saksi.

(6) Berita acara atan akta persetujuan pengalihan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (5] tetap sah serta
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(7) Salinan berita acara atau persetujuan pengalihan hak
disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang
berkewajiban membayar utang atau perusahaan tempat
periyertaan modal.

ﬂ' ”|‘.1ln|:1_|1| Mmyipn Cariffanrme


https://v3.camscanner.com/user/download

Paragraf 8
Penjudlan Barang Sitaan

Pasal 168

(1) Dalam hal Penanggung Pajak ftidak melunasi Utang
Pajak dan Biayva Penagihan Pajak setelah dilakukan
Penyitaan, Pejabalt berwenang melakukan penjualan
barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135
ayat (1) huruf e dengan cara:

a. melaksanakan penjualan secara Lelang sesuai
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
136 ayat (4) dan ayat (5); atau

b. menggunakan, menjual, dan/atau
memindahbukukan Barang sitaan yang
penjualannya dikecualikan dan penjualan secara
Lelang sesual jangica wakin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 136 ayat (6), untuk mehinasi Utang
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

(2) Dalam menentukan harga limit untuk penjualan Barang
sitaan secara Lelang dan menentukan harga jual untuk
Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari
penjualan secara Lelang, Pejabat dapat meminta
bantuan penilaian kepada penilai pajak atau penilai
pemerintah.

Pasal 169

(1) Pelaksanaan penjualan secara Lelang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf a dilakukan
oleh pejabat Lelang pada Kantor Pelayvanan Kekayaan
Negara dan Lelang yang berwenang melaksanakan
Lelang sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pefunjuk pelaksanaan Lelang.

(2) Dalam hal penjualan secara Lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Hidak dapat dilaksanakan karena
Barang sitaan dibebani hak tanggungan atau jaminan
fidusia, Pesjabat dapat:

a. melaksanakan penjualan secara Lelang; atau

b. membuat pemyataan  bersedia mengangkat
Penyitaan agar penjualan dapat dilaksanakan oleh
pihak vang memiliki hak tangeungan atau jaminan
fidusia, setelah membuat kesepakatan dengan
pihak yang memiliki hak tanggungan atau jaminan
fidusia.

(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huraf
b harus dibuat dengan memperhatikan pembayaran
Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara optimal.

(4) Dalam hal Barang sitaan sebagaimana dimaksud pada
avat (2] telah dilakukan penjualan, Pejabal mencabut
sifa.

Pasal 170

(1) Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara
Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1)
hurufl b dapat berupa:

a. wuang tunai termasuk mata uang asing dan uang
elektronik atau uang dalam bentuk lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. surat-surat berharga:
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1. harta kekayvaan Penanggung Pajak vang
tersimpan pada LJK;

2. obligasi, saham, dan ssjenisnya yang tdak

diperdagangkan di pasar modal;

plutang,

penyertaan modal pada perusahaan lain; atau

sural berharga lainnya; dan

E Eﬂ.‘rang vang mudah rusak atau cepat busuk.

Terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang

tersimpan pada LJK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b angka 1, Pejabal meminta kepada pihak LJK

untuk melalkukan pemindahbukuan harta kekayvaan

Penanggung Pajak.

(3) Terhadap piatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 3, Pejabat dapat:

a, menjual piutang: atan
b. meminia pihak yang berkewajiban membayar utang
menyetor pembayaran langsung ke kas negara,
untuk melunasi Utang Pajak dan Biava Penagihan
| Pajalk.

(4) Terhadap Barang yang mudah rusak atau cepat busuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, Pejabat
dapat menjual Barang dimaksud untuk pelunasan Utang
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak sebelum jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (6).

Pasal 171

(1) Pelaksanaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 170 ayat (2] dilakukan dengan
menyampaikan:

4. permintaan pencabutan blokir dan
pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung
Pajak kepada pihak LJK dengan tembusan kepada
Penanggung Pajak; dan

b. surat pencabutan sita kepada Penanggung Pajak
dengan tembusan kepada pihak LJK.

(2) Pelaksanaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling banyak sebesar sejumlah
yvang tercanium dalam berta acara pelaksanaan sita.

(3) Permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan
harta kekayaan Penangoung Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan:

a. cetakan bukti pembuatan tagihan penerimaan
negara bukan Pajak atau yang dipersamakan untuk
pembayaran Biaya Penagihan Pajak; dan

b. cetakan kode billing untuk pembayaran Utang
Pajak.

(4) Berdasarkan permintaan pencabutan blokir dan
pemindahbulkuan harta kekayaan Penanggung Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pihak LJK
secara seketika melakukan:

a. pencabutan blokir; dan

b. pemindahbukuan sebesar jumlah yang diminta oleh
Pejabat.

(5) Pejabat dapat melakuka permintaan Pemblokiran
kembali terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak
yang telah dilakukan pencabutan blokir dengan
menyvampaikan kembali permintaan Pemblokiran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152,

o

(2

E i
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Pasal 172

Pejabat atau Jurusita yang menerima hasil penjualan secara
Lelang atau penggunaan, penjualan, dan/atau
pemindahbukuan Barang sitaan yang penjualannya
dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 136 ayat (7], harus menyetorkan ke
kas negara untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan
Pajak.

Paragraf 9
Pengusulan Pencegahan

Pasal 173

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135
avat (1) huruf { hanya dapat dilakukan terhadap Wajib
Pajakk dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai
jumiah Utang Pajak paling sedikit Rpl00.000.000
[seratus juta rTupiah) dan diragukan itikad baiknya
dalam melunasi Utang Pajak.

(2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa
orang sebagal Penanggung Pajak Wajih Pajak Badan,
atau ahli waris.

(3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak
mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinva
pelaksanzan Penagihan,

(4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Paragraf 10
Pelaksansan Penyanderaan

Pasal 174

(1) Penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135
ayat (1) huruf g hanya dapat dilekukan terhadap
Penanggung Pajak yang:

a. mempunyal Utang Pajak paling sedikit Rp
100.000.000 (seratus juta rupiah); dan

b. diragukan iktikad baiknya dalam melunasi Utang
Pajalk.

(2) Penanggung Pajak diragukan iktikad  baiknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam
hal:

a. tidak melunasi Utang Pajak baik sekaligus maupun
angsuran, walaupun telah diberitahukan Surat
Paksa; danfatau

h. menyembunyikan atau memindahtangankan
Barang yvang dimiliki atau vyang dikuasai,
termasuk  akan membubarkan Badan, setelah
timbulnya Utang Pajak.

(3) Pelaksanaan Penyanderaan terhadap Wajib Pajak
dan/atau Penanggung Pajak dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,
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Bagian Keempat
Pembetulan, Penggantian, dan Pembatalan Dokumen

Pasal 175

(1) Terhadap dokumen Penagilian Pajak dapat dilakukan
pembetulan, pengegantian, atau pembatalan.

(2) Pembetulan, penggantian, atau pembatalan dokumen
Penagihan Pajak dilakukan:

a. Dberdasarkan permohonan Penanggung Pajak; atau
L. secara jabatan oleh Pejabat.

(3) Pembetulan dokumen Penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud padaayat (1) dilakukan dalam hal terdapat
kesalahan afau kekeliruan dalam penulisan nama,
alamat, NPWPD, jumlah Utang Pajak, atau keterangan
laxin.

(4) Penggantian dolkumen Penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal hilang,
rusak, atau karena alasan lain.

(5) Pembatalan dokumen Penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal seharusnya
tidak diterintkan,

Pasal 176

(1) Pejabat melakukan penelitian atas permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) huruf

a.

(2} Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pejabat harus memberi keputusan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
tanggal ditenma permchonan.

(3) Keputusan sebagaimana dimalssud pada ayat (2) berupa:
a. keputusan pembetulan dalam hal terdapat

kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama,
alamat, NPWPD, jumlah Utang Pajak, atau
keterangan lain atas dokumen Penagihan Pajak;

b. keputusan penggantian dalam hal dokumen
Penagihan Pajak hilang, rusak, atau karena alasan
lain;

c. keputusan pembatalan dalam hal dokumen
Penagihan Pajak sehamisnya tidak diterbitkan; atau

d. Keputusan penolakan atas permohonan
Penanggung Pajak dalam hal tidak terdapat kondisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 avat (3],
ayvat (4], dan ayat (5].

(4} Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terlampaui, Pejabat tidak memberikan keputusan:

a. permohonan Penanggung Pajak dianggap
dikabulkan; dan

b. Pejabat menerbitkan keputusan sesuai permohonan
Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling lama
5 (lima) han kerja setelah jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(5] Berdasarkan keputusan pembetulan atau penggantian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4),
Pejabat menerbitkan dokumen Penagihan Pajak
pembetulan atau dokumen Penagihan Pajak pengganti
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) han kerja sejak
tangeal keputusan pembetulan atau penggantian.
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(6) Dokumen Penagihan Pajak pembetulan atau pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai
kekuatan eksekutorial dan/atau kedudukan hukum
vang sama dengan dokumen Penagihan Pajak vang
dibetulkan atau diganti.

(7) Dalam hal permohonan pembetulan, penggantian, atau
pembatalan tidak diberikan keputusan dalam jangka
wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat ([2),
pelaksanaan Penagihan Pajak ditunda sampai dengan
dokumen Penagihan Pajak pembetulan, dokumen
Penagihan Pajak penggarnti, keputusan pembatalan
dokumen Penagihan Pajak diterbitkan.

Pasal 177

(1) Pejabat melakukan pembetulan, pengegantian, atau
pembatalan dolkumen Penagithan Pajak secara jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat [2) huruf b
dengan melakukan penelitian.

(2) Berdasarkan hasil penelitian, Pejabat menerbitkan:

a. keputusan pembetulan dalam Thal terdapat
kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama,
alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, jumiah Utang
Pajak, atau keterangan lain atas dokumen
Penagihan Pajak;

h. keputusan penggantian dalam hal dokumen
Penagihan Pajak hilang, rusak, atau karena alasan
lam; atau

c. keputusan pembatalan dalam hal dokumen
Penagihan Pajak seharusnya tidak diterbitkan.

(3) Berdasarkan keputusan pembetulan atau pengzantian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peabat
menerbitkan dokumen Penagihan Pajak pembetulan
atau dokumen Penagihan Pajak pengganti dalam jangka
wakiu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
tanggal keputusan pembetulan atau penggantian.

(4} Dokumen Penagihan Pajak pembetulan atau pengganti
sebagammana dimaksud pada ayat (3) mempunyai
kekuatan eksekutorial dan/atau kedudukan hukum
yvang sama dengan dokumen Penaghan Pajak vang
dibetulkan atau diganti.

BAB X

KERJA SAMA PEMERIKSAAN DAN
PENAGIHAN

Pasal 178

(1) Bupati dapat melakukan kerja sama Pemeriksaan dalam
rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak
dengan instansi pemungut pajak lainnya.

(2) Kerja sama pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat meliputi:

a. pemeriksaan secara bersama-sama terhadap satu
Wajib Pajak atas kepatuhan pemenuhan kewajiban
pajak pusat dan daerah; atan

h. pemeriksaan secara bersama-sama terhada satu
Wajiy Pajak  atas  kepatuhan — pemenuhan
kewajiban Pajak antar daerah.
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(3] Kerja sama pemeriksaan sebagaimana dimaksuad
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja
sama antara Pemeritah Daerah dengan instansi
pemungut pajak lainnya.

(4) Pelaksanaan  pemernksaan  secara  bersama-sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huraf
b dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 179

(1) Bupati dapat melakukan kerja sama penagihan pajak
dengan instansi lain.

(2) Kerja sama penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa pendampingan atau bantuan dari
jurusita lain dan/atan pihak lain.

(3) Pelaksanaan pendampingan atau bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
perpajakan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 180

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala
Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB dan SKPDN,

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumiah Pajalc
vang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan
Wajib Pajak, dengan disertai alasan vang jelas dan
melampirkan ¢
a. Fotocopy Surat Setoran Pajak;
bh. Ash SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN;

c. Fotocopy akta/risalah lelang/surat keputusan
pemberian hak bami/putusan hakim; dan

d. FotocopyKTP/SIM/paspor/kartu keluarga/identitas
lain.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus diajukan dalam jangka walktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tangegal STTP, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dikirim atau tanggal
pemotongan atau Pemungutan, kecual jika Wajih Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ita ltidak dapat
dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan Lkahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi :

a. Bencana alam;

b. Kebakaran;

¢. Kerusuhan masal atau huru hara;

d. Wabah penyakit; dan/atau

e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau
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Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman
tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda
penerimnaan  surat keberatan wvang diberikan Kepala
Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti
penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka
waktu pehunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar
pada saat pengajuan keberatan tertangeguh sampas
dengan 1 [satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saal pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2).

Pasal 181

(1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka
wakiu paling lama 12 {dua belas) bulan sejak tanggal
sural keberatan diterima,

(2) Dalam membenkan keputusan sebagaimana dimaksud
pada avat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan
Pemeriksaan.

(3} Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
a. menenma seluruhnya dalam hal Pajak lerutang

berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak
yang terutang menurut Wajih Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang
herdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan
Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam
surat keputusan/ketetapan vang diajulkan keberatan
oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang
dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian lelnh besar dari Pajak yang terutang
dalam surat keputusan/ketetapan yang digjukan
keberatan olehh Wajib Pajak.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Bapenda tidak member suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 182

(I} Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bungs sebesar
0,6% [nol koma enam persen) per bulan dihitung dan
Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat] bulan serta bagian dari bulan
dihitung periuh 1 (satu) bulan,
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(2) Imbalan bunga sebagamimana dimaksud pada avat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3} Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajalc dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 30% (tiga puluh persen) darn jumlah Pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan
Pajak vang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Bagian Kedua
Banding

Pasal 183

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 184

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian
atau  seluruhnva, kelebihan  pembavaran  Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dan
Pajak yang lebih dibayar untuk jangka wakiu paling lama
24 [(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan. |

(2) Imbalan bunga sebagaimansa dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30%
(tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
182 ayat (3) tidak diksnakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenal sanksi administratif
berupa denda sebesar 60% [enam puluh persen) dan
jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi
dengan Pajak vang telah dibavar sebelum mengajukan

keberatan.
BAB XI1
GUGATAN
Pasal 185
(1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dilalkukan
terhadap:

a. pelaksanaan  Surat Paksa, surat  perintab
melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan
Pajak; dan
¢. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat
Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya
tidak sesuail dengan prosedur atau tata cara yang
telah diatar dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan
(2) Pengajuan gupatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan Ke Badan Peradilan Pajak.
(3) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
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BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS

POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA
Pasal 186

(1} Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran
atas pokek danfatau sanksi Pajak dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek
Pajalc.

(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimalksud pada avat (1)
dibenikan dengan mempertimbangkan :

a. kemampuan membayar Wajib Pajalk atau tingkat
lilmiditas Wajib Pajal;

b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam ataun
sebab lain yang luar biasa.

Pasal 187

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186
ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima
puluh persen) dar Pajak yang terutang.

(2) Pengurangan dalam hal wajib pajak mengalami keadaan
tertentu seperti keadaan kahar atau mengalami pailit
yang dinyatakan putusan pengadilan setinggi-tingginya
100% (seratus persen) darn pajak terutang.

Pasal 188

(1) Kernnganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat
(1) dapat melalui pemberian keringanan pembayaran
dengan angsuran, melalui penundaan pembavaran.

(2) Pemberian keringanan melalui pembayaran angsuran
sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan paling
banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu)
tahun.

(3} Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran
tlapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan.

(4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayar (3) dikenakan sanksi bunga keterlambatan
gesuai dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 189

Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1)
dapat berupa pembebasan pembayaran pajak terutang
dan/atau penghapusan denda atas pajak terutang.

BABXIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 190

Bagi Wajib Pajak yang belum membayar PBJT sampai Masa
Pajale yang telah ditetapkan, Bapenda dapat melakukan
penempelan stiker.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 191

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2020
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Indragin
Hilir Tahun 2020 Nomor 24);

2. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2020
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel
(Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020
Nomor 26);

3. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun :EE!EI}
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Restoran (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2020 Nomor 27);

dicabut dan dinyatakan tidak beriaku

Pasal 192

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pcngundmggn
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Indragin Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 24 Hovember2025
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

/L'—’

e ————
HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 24 Howhber 2025
BEKRETARIS DAERAH

. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

[ | L I
| N &
| ‘:l-\. .--. " |
— 1.{"1
g
d

i i Y L v J-;- ~
/- TANTAWF JAUHARI

' BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 &4
NOMOR
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LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMORL2 TAHUN 2025

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA

TERTENTU

HARGA SATUAN LISTRIK BERDASARKAN GOLONGAN/PENGGUNA

A, Keperhian Periantoran

No. Gal. Tanf BATAS DAYA BIAYA PEMAKAIAN
h (Rp/kWh)
1. P-1/TR 450VA 575
2. P-1/TR SOOVA B00
3. | P1/TR 1.300 VA 1.049 |
4. P-1/TR 2200 VA sd 5500 VA 1.076
5 P-1/TR 6,600 VA sd 200 kVA 1.669,53
IEr P2/™™ B Dhatas 200 kVA ~ 1.522.88
B. Keperiuan Rumah Tangga
No. | GolTerf BATAS DAYA BIAYA PEMAKAIAN
(Rp/kWh)
L | RUR 450VA 495
[ 3 R-1/TR S00VA 495
3, R-1/TR 900 VA-RTM 1.352
4 R-1/TR 1.300 VA 144470
3. | RI/TR 2200 VA 1.444.70
6. R2/TR 3.500VA sd 5500 VA 1.660,53
‘ T i H—E;;"ﬂil | 6,600 VA ke atas 1.66053
C. Industri dan Pertambengan
No. Gol Tanf BATAS DAYA BIAYA PEMAKAIAN
I 1 (Rp/kWh)
| 1 -1/TR AS0VA 305
2. -1/TR GOOVA 405
_ 3. I-1/TR _ 1.300VA 930
4. F1/TR ____2200VA 260
| &. I-1/TR 3,500 VA s/d 14 kV 1.112
6. I-2/TR Diatas 14 kVAs/d 200kVA 1057
7. 1-3/TM Diatas 200 kKVA s/d Kurang dari 30.000 L.114,74
KVA
& | 30,000 VA ke aias 956,74
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| No Gol. Tarif BATAS DAYA BIAYA PEMAKAIAN

(Rp/kWh)

.|  BI/R 450VA | 420

2. B1/TR Q0OVA 465

3, B-1/TR 1.300 VA %5

3 B-1/TR 2.200 VA 5/d 5.500 VA 1.100

5, B2/TR 6,600 VA s/d 200 kVA | 144470

6. | B3/TR Diatas 200 kVA h 1.114,74

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

L,

HERMAN
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LAMPIRAN [T

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMORE2 TAHUN 2025

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA

TERTENTU

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR SPTFPD

F—

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIR! HILIR
| BADAN PENDAPATAN DAERAH Nomor SPTPD  :eciiismss
Jalan Hang Tuah No, 04 Tembilahan Masa pajak —
Telp. (0768) 21024 — Foo. (0768) 24001. Tahun —

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTFD)
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

Kepada Yth,
RIS

?anhﬂapuﬂa!{ahhhi

Tembilshan

PERHATIAN ;
1. Baca petunjuk pengisian,

2. Harap diisi dalam ranglap 2 (dua) ditulis dengan hunaf cetak.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan lembeli kepada Bapenda, paling
lembat 10 hari setelah Masa Pajak berakhir, sekaligus melakulean pembeayaran Pajak.

4. Keterlambatan penyerahan SPTPD schagaimana dimalesud angka 3 (bga) akan
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Deemah dan Retribusi Daemah dan peraturan

Tertenb

(A, NPWPD :

B. NAMA WAJIB PAJAK :

| C. NPWP :

D. ALAMAT WAJIB PAJAK =

E. NAMA USAHA : j

F. ALAMAT TEMPAT USAHA | _

G. DESA/ KELURAHAN

L. TELP/ WA = i

K. DASAR PENGENAAN PAJAK _ NilaiJual Jumiah (Rp)
1. Harga Pasaran sersristiissisasiioies. |
2. Volume st choa
| Jumiah (1 x

L. PAJAK TERUTANG {J x Tarif Pajak 10%4) rmshiussbbidei ey

M. KREDIT PAJAK _

N. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR [ fejur huaraf K- hanaf
4 —
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O. PERNYATAAN WAJB PAJAK ATAU | Dengan  menyadan
KUASANYA seperuihnya akan
| akibat termasulk | Tembslshan,........
| sanksi sesual
peraturen  daerah
| vang berialon, maka | FUS———.,
saya  menyatakan
data yang distkan
beserta Bimpimnrya
adalah Yang
sebenar-benamya
P. PEMBENTULAN IDENTITAS
| 1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. NPWP | &
3. ALAMAT WAJIB PAJAK B
4. NAMA USAHA | 07
5. ALAMAT TEMPAT USAHA -
| 6. DESA/ KELURAHAN I
7. KECAMATAN/ KABUPATEN :
8. TELP/ WA : |
PETUNJUK PENCISISAN SPFTPD:

Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)
Kolom B, C, D, E, F, G, H dan | ; Diisikan sesuai dengan yang tercanfum dalam Surat Izn
Usaha yang berlaku {apabila sudah ada) atau diisl sesusi keadaan /lolasi usaha

BUPATI INDRAGIR] HILIR,

e e
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LAMPIRAN 1T

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR #XTAHUN 2025

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN  JASA

TERTENTU

BENTUK DAN FORMULIR PENDATAAN PBJT

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan
Telp. (0768) 21024 — P (0768) 24001,
www.bapenda.inhilkab go.id, email : bapenda@inhilkab go.id

FORMULIR PENDATAAN
WAJTB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

Tanggal Pendataan :

DATA WAJE PAJAK

NAMA WAJB PAJAK R N Ty ey oo
NOMOR RN EACY .
TELEPON/HP b N — ;

~ZEEEUN®

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN

Kolom A : | Diisl sesuai dengan data yang ada dalam NPWFD
|| (apatuia sudah arda)

KolemB,C,D,E, F,G,Hdan : | 1si sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin
terkait kegiatan usaha yang beriaku (apabila sudah

LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN Nomor Forrmulir ;
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU Tanggal :
1 DATA OBYEK PAJAK

a. Jurmilsh Meja, Jumiah Kursi, Jumilsh Penganjung dan Jumish Rata-Rata Omset Per |
Hari

Jumilah Meja Yang . | Pengunjung | Raia Omeet Per
No. Tersedia JumshKurst | o BotaPer |  Hari
Han (org) (Rp)
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b. &mtmlymgdmﬂntﬂmw&mbmmcﬁhmlm\]
- SumatbinTempatUsaha:  No..........Tg...

o EREBRII i civimonsisinrriserssrans & N0 crmissniee’s AEav s sxreprvasvs

- Suret bin... P PTIITR gRy R E IR iisisiiveiiiiaies
mﬂiﬁmﬂﬂﬂm

1. | Bul tarmu ada /tidak 1

2. | Daftar taril yang di pasang di tempat umum ada / tidal

4. | Cash flow | ada/tidak

5. | Rugglaba adla /tidak
| 6 *I{mmmn!pm#hmm ada/tidak

7. | Nota/Bill Hdaflﬂk
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LAMPFIRAN IV

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 2TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK BARANG DAN JASA

TERTENTU

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR SPTFD

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH Nomor SPTPD
Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Masa pajak
Telp. (0768) 21024 Fax. (0768) 24001. Tahun
www.bapenda. inhilkeb.go.id,
email :bapenda@inhilkab.gp.id

[ |
IIIIIIIIIIIIIIIIII

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

Kepada Yth,
Bupati Incragin Hilir

Cq Kepala Bapenda Kab, Inhil

Tr.ml:ilﬂl'm

PERHATIAN :
1. Baca petunjuk pengisian.
2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan hunafeetale

3. Setelah diisi dan ditandatangani. harap diserahkan kembeli kepada Bapenda, paling |
lambat 10 hani setelah Masa Pajok berakhir, selaligus melakulan pembayaran Pajalke
4. Keterdambatan peryerahen SPTPD schegpimana dimaksud angl 3 (tige) akan |
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daemah dan Retribusi Deerah dan peratumn

bupati yang mengatur tentang Tata Cara Perumguten Pajak Berang dan Jasa

Tertentiy

| A NPWFD

| B. NAMA WAJIB PAJAK

<

D, ALAMAT WAJIB PAJAK

E. NAMA USAHA

| K. ~ ALAMAT TEMPAT USAHA

ﬂr DESA/ KELURAHAN

H. KECAMATAN/ KABUPATEN

L TE‘.'LF}WA
J. PERUBAHAN IDENTITAS — m;mxm tidak periu)
K. DASAR PENGENAAN PAJAK MNilan Jual Jumiah (Rp.)
4., Volume ATy N LR Ry o
Jurmnlah (1 x 2 B ——
| L. PAJAK TERUTANG | | xTanl Pajek 1084) | TP
M. KREDITPAJAK J
| N. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR 'M‘-l.rhlm.ﬂ'ﬂ-*hmﬂ':
4 _
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[[O. PERNYATAAN WAJIB PAJAK ATAU | Dengan menyadari
KUASANYA sepenuhnya  alan
akibet tiermasuk | Tembilehan,.........
sanksi sesusl
peraturen  dacrah
yvang berlalas, maka Bicimisrsosers -
saya menyaiakan
data yang dislkan
beserta lampirannya
ardalah yang
sebenar-benamya
| P. PEMBENTULAN IDENTITAS 1 j
| 1. NAMAWAJNIBPAJAK '
2, NPWP ~
3. ALAMAT WAJIB PAJAK ;
4, NAMA USAHA B
5. ALAMAT TEMPAT USAHA : ~
6. DESA/ KELURAHAN | :
7. KECAMATAN/ KABUPATEN :
8 TELP/ WA E —
PETUNJUK PENGISISAN SPTPD:
Kolom A : Diisilan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) _
Kolom B, C, D, E, F, G, H dan 1 ; Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat kan

BUPATI INDRAGIR] HILIR,

,/‘%_‘

i ———e )
HERMAN
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LAMFIRAN V
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR B2TAHUN 2025

TENTANG TATA CARA FEMUNGUTAN

FAJAK BARANG DAN JASA

BENTUK DAN ISI SKPDKB, SKPDKEBT, SKPDLB DAN SKPDN

A BENTUK SKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIR] HILIR |
Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilshan
Teip. (0768) 21024 - Fax. (0768) 24001.

) .
mma.l m! Eﬂ'ﬁﬂﬂmﬂﬂ! 4

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KIURANG BAYAR (SKPDKE)

L
o
Mhasa s
Mk i A pErm i @i R e e
L]
L] EEE O AR R EEE e L)

EEE S EEE R b E

wmm

llllllllllllllllllllllllllllll

1 wmmmwmmﬂmmm'

2024 tentang Pajak Deemh dan Retnbusi Daerah telah dilakukan Perneriksaan atau
mmmmmmmmm

NamaUssha
Alamst T T mea T A W

Nama Permmihle @

mmﬂmmmmmmmmm

FEEgsnfidniFdiEsinseadnd i insEasrnEe e did i EEEnn

LR EEE R AR PR R R AR

FFEFFrdEFarTYT s Fr R da SRR s T i e Y Ea T R v ER @Rk A e Fe e e wAw

schagsi berikul :

. Dasar pengennon pajak

(2 Pajak terutang : 10% % Rp...(1)

3. Pajak yang scharusnya dibayar (2]

-y

LLE ]

4. Pajak yang telah dibayar

[ 5. Pajak yang kurang bayar (3-4) _

| 6. Sanks administrasi berupa :
a Bunga =...%x..bulnxRp. ....[5)
b. Kenakan=.,,,

% x(2)+ 2%x....Bulan xRp......

(&)} _
7. Sanksi administrasia atau b

8. Pengumangan atem penghapusan sanksl administrasi

9. Jumiah yang masili harus dibayar (57) -8

R\ viasesns

ﬂ Lhncing MryiET Carstanre
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KEPALA BADAN l‘ﬂ‘iﬂﬂPﬁTﬁH DﬁEIRHH
KABUPATEN INDRAGIRT HILIR,

Panglat ......
NIP. .. oons

B, BENIUK SKFDKDT

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan “”E"“m“m‘mﬂf‘ﬂf ‘I_i'_f_i (St mmn

ik | ) . 2 Mﬁhk ................ SN -
www.bapenda nhilkab g id,
email ‘bapenda@inhikabeodd " B

Kepada Yth,

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Di

WA

Tanggal Jatuh Tempo :

L Berdasarkan ketentuan Peraturan L‘H:mh Kﬂh.lpa:m E::h-agm Hihr Nomar ..... Tahun

teritang Pajak Daerah telah diakukan Pemerksaan atau &:ﬂﬂﬂﬂ-ﬂim Anahsis

mmmmm;mmmmmm
NamaUsaha @ ... - cre e ann e e
Alamat ¥ ey pd A A e
Alamat QI E O P L N ORI LIS S R T

. Berdasarkan pemeriksasn tersebut diatas, jumiah yang masih harus dibayar adalah

scbagai berikut ;

1. Dasar pengeneen pajak L

2. Pajek terulang: ... % x Rpi...{1) | Rp. oo |

| 3. Pajak yang sehanusnya dibayar (2) 0o

4. Hapkm@ah:ﬁlﬂljﬁr Rp. cciiia |

5. Pajak yang kurang bayar (3-4 ) i

6. Sanksl adminisirasi berupa :

a Bunga =..%x...bulanxRp... ;. e

b. Kenailkan=....% + ....%x... Euhn xRp...... RP. coverrns

7. Sanksiadministrasiaatau b Rp. ...

8. Pengurangan atan penghapusan sanki administrasi | 11+ —
9, Jumlah yang masih harus dibayar (G+6)-7 {f ;- e
[Mhmlf: ...............................................................

ﬂ ""|'.1|n|:!|1| MryiET Carstanre
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RABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

C. BENTUK SKFDLB

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR -

Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan LEHIH BAYAR (SKPEILE)
Wwﬁ]ﬁh@d mpﬂiﬂk.—m ST
email ‘bapenda@inhilkab go.id I

Tanggal Jatuh Tempo T L
i mmmmwm@%m .. Tahun
tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Berdasarkan Analisis

mmmmm;mmmmmm
mmmm&mm
NamaUsaha @ . ) ..
NPFWPD e e S N s

. Dan pu-nuﬂmm atau luaturmm lim tmr.h:t dﬂimt, pu‘gh!m:m'lmhh lebih
bayar yang seharusnya tidak tenutang adalsh sebagai berilaut:
1, Dasar pengenaan pajak
2. Pajekyang tenatang

3. Kredit pajak :
b. Sektoran yang dilakouksin

c. Lamn-ain
d. Dikuarang kompensasi kelebihan kefahian
yang akan datang/utang pajak

e. jumlah yang dapat di kreditkan (a+b-c)
4, Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3b-2)
5. Sanks admmistratil

a Bunga

b. Kenaikan

c. Jumlah Sanlod Administratif (a+h)

6. Jumlah lebih bayar yang harusmya

glgg Bg #F FF

ﬂ Il"I':1II'II,'.!|1| _'.HF1.'||'|J_. BRI
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Tidak terutang (4 + 5c) Rp.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

EEFAFEEE RS L) L
L TEER

D. BENTUK SKFDN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRT HILIR
RADAN PENDAPATAN DAERAH SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan R AL N]
Telp. (0768) 21024~ Fax. {0768) 24001. mm' S
_ Frowbapendanbilah g, Tahun

EdEm s pERE R B B e

‘AR RN R TENRREEN T RLNEER NN RN NN LY

wmm@n

L mmmmwwmﬂm - Tahun |
....... tmmﬂgﬁgnkﬂwnhuhhﬂﬂahﬂmﬁrwﬂmﬂnmwm

mmmmmmm
Nerna Usaha £ . S R A

NPWPLD TR T I R S S T R s -
NAMBPETHIIE. 3 coiviiiiiossoneid v s svums saed Moesns biiuis i85 iinss
Alamat :

. Berdasarkan pemeriksaan diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah scbegai

1. Dasar pengenaan pajak <> R

2. Pajakferutang : ... %XRp.....{l) | R oo

3. Keredit Psjalk
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR£STAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH EARUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan
Telp. (0768) 21024 - Fax, [U?EE} 24{101

www.bapenda.inhilkab.go.id, email : E

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Berdasarkan hasil pm:htmnfﬂu'iﬂ:nuifp-emmkmfpmnﬂkmn ulang atas :

Nama = : ... e T el el S ey A ey b e
Alamat b aiaii A A NS A s s
NOP TP eI £ B o
Nama Pajak D e e e e A R AN e Al

Dari penelition dan /atan pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang lain
masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Angsuran Pgjak/pokok Pajak yang harus dibayvar Rp. ..o

2. Pajak yang kurang bayar | L1 TR R SIS e e

3. Sanksi adminitrasi Bunga R R PR AR I
4. Telah dibayar 13+ DR

Jumlah yang masih harus dibayar (14+2+43-4) R inssnsniisngonasnarny

Perhatian :

1. Penyeloran dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank Persepsi ataii tempat lain
vang ditunjuk Bupatl dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

2. Apabila STPD ini tdak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15
hari kalender sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 1% per bulan.

..................... R - P

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

ﬂ Lhncing MryiET Carstanre
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